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AÌBSTRA ÌK 

 

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan sebagai jaminan kerja telah 

menjadi masalah umum yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini 

disebabkan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan tidak mengatur secara spesifik mengenai larangan tersebut, 

meskipun praktik ini berpotensi melanggar hak asasi pekerja untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak dan mengembangkan taraf hidupnya. Namun, Provinsi Jawa 

Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang secara tegas melarang praktik ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi 

karyawan atas penahanan ijazah menurut peraturan daerah dan menganalisis 

pertanggungjawaban perusahaan jika ijazah yang ditahan hilang atau rusak. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.  

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip dan menelaah pasal-

pasal peraturan perundang-undangan yang relevan dan pendapat para sarjana 

dikutip kemudian dijadikan landasan teori guna untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor  8 Tahun 2016, khususnya Pasal 42, memberikan perlindungan 

hukum yang jelas dengan melarang perusahaan menahan dokumen asli milik 

pekerja.Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi pidana kurungan atau 

denda. Perlindungan hukum bagi pekerja dapat ditempuh melalui upaya preventif, 

seperti pembuatan perjanjian kerja yang sesuai aturan, dan upaya represif, yaitu 

melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute 

Resolutions) atau melalui jalur pengadilan dengan gugatan perbuatan melanggar 

hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atau laporan pidana atas dugaan penggelapan 

(Pasal 372 KUHP). Perusahaan bertanggung jawab penuh jika ijazah yang 

ditahannya hilang atau rusak secara materiil maupun immaterill. 

Kata Kunci: Penahanan Ijazah, Perlindungan Hukum, Peraturan Daerah, 

Tanggung Jawab Perusahaan 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif memainkan peran 

krusial dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Sumber daya 

manusia memainkan peran penting dalam administrasi bisnis, baik sebagai sarana 

maupun tujuan dalam mencapai keseimbangan dan kelangsungan hidup 

perusahaan jangka panjang, baik bagi pemberi kerja maupun karyawan. Salah satu 

elemen terpenting dalam keberhasilan dan ekspansi ekonomi suatu negara adalah 

sumber daya manusianya. Dalam hal ini, hubungan antara perusahaan dan para 

pekerjanya (yang juga disebut sebagai karyawan) sangatlah penting dan tidak bisa 

tergantikan. 

Perusahaan dan karyawan saling membutuhkan dan berkaitan satu sama 

lain, jadi tidak mungkin bagi perusahaan untuk berkembang tanpa karyawan. 

Perusahaan merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam 

memperluas lapangan pekerjaan, pemerintah dan lembaga legislatif harus 

mendukung segala bentuk usaha didalam dunia kerja dengan membuat kebijakan 

mengenai pengaturan perundang-undang, keputusan, dan aturan lain untuk 

mengatur sistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. 

Undang-undang dan perаturаn yang dibuat harus mencаkup perlindungаn 

hukum pekerjа, kewаjibаn pengusаhа аtаu perusаhааn, hаk yаng didаpаt oleh 

pekerjа, dаn lаin sebаgаinyа. Pemerintаh memiliki peran pengаwаsаn dаlаm 

pelаksаnааn аturаn ketenаgаkerjааn agar tidаk terdаpаt pelаnggаrаn terhаdаp 
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perаturаn tersebut. Dalam menjalankan pembangunan nasional, peran pekerja 

semakin penting, sehingga perlindungan terhadap pekerja harus ditingkatkan, 

termasuk mengenai besarnya upah, kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak 

pekerja lainnya. 

Hak-hak dasar adalah hak yang dimiliki karyawan sejak lahir, dan hak-hak 

non-dasar adalah hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, hak-hak 

yang melekat pada pekerja merupakan gabungan antara hak-hak dasar dan non-

dasar. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan aktif dalam mengatur dan 

melindungi hak serta kesejahteraan pekerja di tempat kerja agar mencapai 

pembangunan nasional yang merata, adil, dan sejahtera sesuai dengan peraturan 

hukum yang telah berlaku. 

Untuk mengatur pemerintahan yang baik perlu diberlakukan asas 

desentralisasi, Desentralisasi berarti pelimpahan sebuah kekuasaan dan otoritas 

dari pemerintah pusat ke daerah, di mana pemerintah daerah menjalankan otoritas 

tersebut secara otonom tanpa intervensi pusat.
1
 Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undаng-

Undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945 menjelaskan bahwa 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan 

daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, 

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

undang-undang” 
2
Hal ini berarti bahwa pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan 

kota harus memiliki fungsi dan tujuan yang sama sesuai dengan pemerintahan di 

                                                     
1Jazim Hamidi,Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah,Prestasi Pustaka 

Publisher,Malang,2011,h.18 

2 Undаng-Undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945,Ps.18,Ayat (1) 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Peraturan daerah adalah dasar hukum yang digunakan oleh daerah dalam 

melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan keadaan masyarakat dan ciri khas 

daerah tersebut. Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”.
3
 Dari penjelasan tersebut pemerintah daerah 

berhak melaksanakan otonominya dalam ruang lingkupnya secara jelas dan 

seluas-luasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. .  

Pengaturan mengenai ketenagakerjaan telah diatur didalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenаgakerjaan. Namun, pekerja tidak dapat 

memperoleh kepastian hukum dari perusahaan yang melakukan praktik tersebut, 

karena tidak adanya klausul dalam undang-undang yang melarang perusahaan 

menyimpan atau memelihara data asli karyawan. Jaminan perusahaan mewajibkan 

dokumen asli karyawan disimpan untuk memastikan karyawan mematuhi 

kebijakan perusahaan. Selain sebagai ijazah pendidikan dan hak milik perorangan, 

ijazah merupakan salah satu dokumen asli yang disimpan atau diarsipkan dalam 

penahanan dokumen asli pekerja. 

Penahanan ijazah dianggap sebagai tindakan penyanderaan terhadap pekerja 

namun, dalam praktiknya banyak sekali penahanan ijazah yang dilakukan oleh 

perusahaan. Karena perusahaan berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak 

                                                     
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Ps. 1,Ayat (6) 
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atau yang biasa disebut dengan Freedom of Contract dan iktikad baik yang diatur 

dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut 

dengan KUH Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian 

tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu 

perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.
4
  

Prinsip kebebasan berkontrak diharapkan dapat memperkuat hubungan 

antara pemberi kerja dan pekerja, di mana semua perjanjian yang didasarkan pada 

prinsip ini dilaksanakan untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan 

yang merugikan semua pihak. Namun, dalam praktiknya, perusahaan 

mengabaikan kebebasan berkontrak pekerja ketika membuat perjanjian kerja atau 

kontrak kerja, yang menyebabkan ketidakadilan bagi pekerja. 

Adapun jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai larangan 

penahanan ijazah. Larangan penahanan ijazah atau dokumen pribadi hanya 

dilarang melalui Peraturan Daerah, hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian 

hukum. Sedangkan dalam perjanjian penahanan ijazah yang dilakukan oleh 

perusahaan berlandaskan pada perjanjian tersebut telah diatur dalam KUH Perdata 

dapat dikatakan sah selagi perjanjian kerja telah disepakati oleh kedua belah pihak 

dan memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

jo.pasal 52 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa 

                                                     
4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,Ps.1338. 
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“Agar persetujuan tersebut sah, harus dipenuhi empat syarat: kesepakatan yang 

mengikatkan diri mereka; kemampuan untuk membuat perjanjian; pokok masalah 

yang jelas; serta alasan yang tidak melanggar hukum”.
5
 

Hal ini membuat Para pekerja yang membutuhkan pekerjaan dengan 

terpaksa akan memberikan ijazahnya ke perusahaan karena menahan ijazah 

merupakan syarat untuk bekerja, hal ini memaksa pencari kerja untuk 

memberikannya kepada perusahaan. Hak-hak pekerja dilanggar karena mereka 

tidak bebas untuk mengundurkan diri atau meninggalkan perusahaan dalam 

jangka waktu tertentu, dan mereka memiliki hak untuk mencari pekerjaan yang 

layak. 

Tanggung jawab perusahaan akan dipertanyakan jika dokumen asli tenaga 

kerja hilang, rusak, atau disimpan secara tidak benar. Namun, penyimpanan 

dokumen asli pekerja oleh pemberi kerja tidak diatur secara tegas dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi hal itu telah 

diatur dаlаm Pаsаl 42 Perаturаn Dаerаh Provinsi Jаwа Timur Nomor 8 Tаhun 

2016 tentаng Penyelenggаrааn Ketenаgаkerjааn yаng menyatakan bahwa 

“Pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya 

melekat pada pekerja sebagai jaminan”.
6
  

Hal ini semakin menunjukkan telah terjadi ketidakpastian hukum yang ada, 

karena Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan mengatur larangan penahanan dokumen asli 

pekerja. Hal ini, tidak menyebabkan pertentangan konflik norma melainkan 

                                                     
5 KUH Perdata jo.pasal 52 ayat (1) Undang-undang tentang Ketenagakerjaan,Ps.1320. 
6 Perаturаn Dаerаh Provinsi Jаwа Timur Nomor 8 Tаhun 2016 tentаng Penyelenggаrааn 

Ketenаgаkerjааn, Ps.42. 
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peraturan daerah ini telah mengisi kekosongan hukum. Sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, jenis peraturan perundang-undangan beserta 

hierarkinya harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan, yaitu : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

4) Peraturan Pemerintah 

5) Peraturan Presiden 

6) Peraturan Daerah Provinsi, dan 

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
7
  

 

Peraturan provinsi berada di urutan kedua dari bawah dan satu tingkat di 

atas peraturan kabupaten/kota. Oleh karena itu, peraturan di atas Peraturan Daerah 

wajib dipatuhi. Namun, Hal-hal yang tidak secara khusus diatur dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Karena 

peraturan daerah yang lebih rendah tidak bisa mengatur sendiri sesuatu yang tidak 

disebutkan dalam peraturan yang lebih tinggi, maka isi peraturan daerah tersebut 

merupakan penjelasan lebih lanjut dari peraturan yang berada di atasnya, maka 

Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan harus bersumber dan didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan di atasnya. 

Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan ini hanya dapat dilakukan di daerah 

tertentu yang mengaturnya, meskipun masalah penahanan dokumen asli karyawan 

                                                     
7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan,Ps.7 
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ini terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini sangat penting agar dapat memberikan 

penjelasan yang jelas mengenai larangan perusahaan dalam menyimpan atau 

menahan dokumen asli karyawan, sesuai dengan perundang-undangan, sehingga 

kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan efektif. 

Belakangan sering terjadi permasalahan mengenai perjanjian kerja 

khususnya di wilayah Jawa Timur, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat 

klausa yang mewajibkan dan membebankan pihak pekerja/karyawan 

menyerahkan ijazahnya kepada pihak perusahaan selama kontrak kerja 

berlangsung. Menurut informasi yang beredar dimedia sosial salah satunya media 

online yaitu CNN Indonesia salah satu perusahaan yang melakukan penahanan 

ijazah adalah CV Sentosa Seal. CNN Indonesia menuliskan dalam media online 

nya dengan judul Pebisnis Jan Hwa Diana Akhirnya Mengaku Tahan Ijazah 

Karyawan yang diupload pada hari Minggu,25 Mei 2025, pukul 22:47 WIB 

bahwa kasus penahanan ijazah sebelumnya terungkap usai salah seorang mantan 

karyawan Sentosa Seal benama Nila, mengadu kepada wakil wali kota Surabaya 

Armuji dan melaporkan pihak perusahaan tersebut ke kepolisian dengan total ada 

51 orang mantan karyawan Sentosa Seal yang melaporkan tentang dugaan 

penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan CV Sentosa Seal dengan Jan 

Hwa Diana sebagai pemilik CV Sentosa Seal tersebut. Jan Hwa Diana ditetapkan 

oleh kepolisian sebagai tersangka dalam kasus penggelapan ijazah karyawan CV 

Sentosa Seal dan terbukti sudah menyembunyikan 108 ijazah milik mantan 

pegawainya.
8
 

                                                     
8 CNN Indonesia, “Pebisnis Jan Hwa Diana Akhirnya Mengaku Tahan Ijazah 

Karyawan”, Minggu 25 Mei 2025 dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250525215152-

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250525215152-12-1233063/pebisnis-jan-hwa-diana-akhirnya-mengaku-tahan-ijazah-karyawan
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Tidak adanya penjelasan yang jelas dalam Undang-undang Ketenagakerjaan 

dan peraturan di bawahnya, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden, 

menyebabkan adanya ketidakpastian hukum mengenai penahanan ijazah oleh 

suatu perusahaan membuat penulis ingin mengkaji dan mengangkatnya menjadi 

skripsi dengan judul:”Perlindungan Hukum Terhadap Penahanan Ijazah 

Karyawan Oleh Perusahaan Menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka 

penulis menjabarkan rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan atas penahanan ijazah 

oleh perusahaan di Jawa Timur menurut Peraturan Daerah Jawa Timur 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan jika ijazah karyawan hilang 

atau rusak akibat sistem penahanan ijazah yang dilakukan oleh 

perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

dalam rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh 

karyawan akibat penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan di Jawa 

Timur menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 

                                                                                                                                               

12-1233063/pebisnis-jan-hwa-diana-akhirnya-mengaku-tahan-ijazah-karyawan  

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250525215152-12-1233063/pebisnis-jan-hwa-diana-akhirnya-mengaku-tahan-ijazah-karyawan


9 

  

Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 

2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban perusahaan jika menghilangkan 

atau merusakan ijazah karyawan karena adanya penerapan sistem 

penahanan ijazah oleh perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian dalam skripsi ini peneliti mengharapkan dapat memberikan 

manfaat. Ada beberapa manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini secara 

teoritis dan praktis, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan adanya penelitian ini manfaatnya untuk menambah 

pengetahuan, pemikiran, referensi dan landasan teoritis terkait hal-hal 

yang berhubungan dengan perlindungan terhadap penahanan ijazah 

karyawan oleh perusahaan menurut Peraturan Daerah Jawa Timur 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 

b. Dengan adanya penelitian ini manfaatnya dapat menambah informasi 

dan wawasan terkait hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak para 

pekerja dan kewajiban sebuah perusahaan dalam melakukan sebuah 

hubungan kerja. Dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

ilmu hukum pada umumnya, dan hukum ketenagakerjaan pada 

khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, 
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keilmuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap para 

pekerja khususnya dalam menghadapi kasus penahanan dokumen 

pribadi pekerja berupa ijazah yang ditahan oleh perusahaan yang 

ditinjau melalui Peraturan Perundang-Undangan ketenagakerjaan dan 

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai hak-haknya sebagai pekerja, pemahaman tentang mobilitas 

kerja, dan partisipasi aktif dalam proses mendukung terwujudnya 

lingkungan kerja yang adil. 

c. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menyediakan bahan evaluasi 

kebijakan, dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam 

menyempurnakan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan  

d. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik, 

menyediakan dasar untuk penelitian lanjutan, dan mengembangkan 

metodologi penelitian mengenai isu pelanggaran terhadap karyawan 

dan perlindungan tenaga kerja khususnya mengenai hak-hak pekerja 

atas dokumen pribadi dalam sebuah hubungan kerja. 

1.5 Originalitas Penelitian  

Originalitas penelitian dalam penelitian ini secara khusus menganalisis 
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kerangka hukum dalam mencegah atau menindak praktik penahanan ijazah. 

Penelitian ini diharapkan dapat melahirkan gagasan baru yang belum pernah 

diteliti sebelumnya dengan menelaah hasil penelitian terdahulu yang memiliki 

relevansi dengan kajian penelitian untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya. Pentingnya mengemukakan hasil penelitian 

sebelumnya adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi dalam menulis karya 

ilmiah sehingga perlu melakukan penelusuran melalui dokumen kepustakaan 

maupun internet. Agar lebih mudah untuk dipahami penulis memaparkan hasil 

penelitian sebelumnya (terdahulu) dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

NO JUDUL PENELITIAN HASIL PENELITIAN PERBEDAAN 

1 Kerugian Penahanan 

Ijazah Pekerja Oleh 

Perusahaan Dalam 

Perjanjian Kerja 

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Studi 

Putusan Nomor: 

205/Pdt.G/2019/PN.SDA) 

Oleh:Daryanto Wibowo, 

NIM 1113048000077 

Mahasiswa Fakultas 

Syariah Dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta, Tahun 2020 

Penelitian ini membahas 

praktik penahanan ijazah 

pekerja oleh perusahaan 

dalam perjanjian kerja 

berdasarkan pada 

Peraturan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang 

Ketenagakerjaan, dengan 

studi kasus Putusan 

Nomor: 

205/Pdt.G/2019/PN.SDA. 

Penahanan ijazah asli 

oleh perusahaan,yang 

dimaksudkan agar 

pekerja terikat pada 

peraturan dan kontrak 

kerja, yang tidak diatur 

secara tegas dalam 

peraturan perundang-

undangan sehingga dapat 

menciptakan kekosongan 

hukum yang berpotensi 

merugikan pekerja dan 

melanggar hak asasi 

manusia. Penelitian ini 

Perbedaan utama antara 

skripsi penulis dengan 

penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada 

fokus dan dasar hukum 

yang dianalisis. Skripsi 

sebelumnyamembahas 

perlindungan hukum 

terhadap penahanan 

ijazah pekerja 

berdasarkan Undang-

Undang 

Ketenagakerjaan secara 

nasional dan asas 

kebebasan berkontrak 

dalam KUH Perdata, 

serta menyoroti belum 

adanya aturan khusus 

yang secara tegas 

melarang penahanan 

ijazah ditingkat 

nasional. Sementara 

itu,skripsi penulis ini 

secara spesifik akan 

menganalisismengenai 

perlindungan hukum 
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menyimpulkan bahwa 

pekerja yang mengalami 

kerugian akibat 

penahanan ijazah dapat 

menempuh jalur hukum 

melalui gugatan 

perbuatan melawan 

hukum, dan menekankan 

adanya regulasi yang 

lebih jelas untuk 

melindungi hak-hak 

pekerja dari praktik yang 

merugikan tersebut. 

terhadap penahanan 

ijazah karyawan oleh 

perusahaan menurut 

Peraturan Daerah Jawa 

Timur Nomor 8 Tahun 

2016 tentang 

Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan, yang 

secara jelas melarang 

pengusaha atau 

perusahaan menahan 

atau menyimpan 

dokumen asli pekerja 

sebagai jaminan. Selain 

itu, skripsi penulis juga 

membahas tentang 

pertanggungjawaban 

perusahaan jika ijazah 

pekerja hilang atau 

mengalami kerusakan 

akibat penahanan, serta 

mengkaji implementasi 

dan efektivitas 

peraturan daerah 

tersebut dalam 

memberikan kepastian 

dan perlindungan 

hukum bagi pekerja di 

wilayah Jawa Timur. 

2 Perlindungan Hukum 

Pekerja Terhadap 

Penahanan Ijazah 

Ditinjau Melalui Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang 

Ketenagakerjaan  

Oleh: Yusya Rugaya 

Salsabilah, NIM 

C07219015 Mahasiswa 

Fakultas Syariah dan 

Hukum, Universitas 

Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya,Tahun 

2023 

Penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

penahanan ijazah pekerja 

telah sesuai dengan asas 

kebebasan berkontrak 

yang berdasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

penahanan ijazah sudah 

memenuhi empat syarat 

terjadinya perjanjian 

yang diatur dalam Pasal 

1320 KUHPerdata, yaitu 

tentang kesepakatan 

Penelitian penulis lebih 

fokus pada Peraturan 

Daerah Jawa Timur dan 

ketidakpastian hukum 

yang terjadi karena 

tidak adanya ketentuan 

dalam Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 

tentang 

Ketenagakerjaan. 

Skripsi ini menekankan 

tentang penyempurnaan 

Undang-Undang 

Ketenagakerjaan untuk 

memberikan 

perlindungan hukum 

yang lebih luas dan 
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kedua belah pihak, 

kecakapan untuk 

membuat perjanjian, 

adanya hal tertentu, dan 

sebab yang halal. 

Perlindungan hukum 

terhadap pekerja yang 

mengalami kerugian 

akibat penahanan ijazah 

dapat dilakukan dengan 

cara melalui 

perlindungan hukum 

preventif dan juga 

represif. Perlindungan 

hukum preventif dapat 

dilakukan dengan melalui 

perlindungan hukum 

secara internal yang 

disepakati oleh kedua 

belah pihak dan bersifat 

mufakat.Sedangkan 

perlindungan hukum 

represif dapat dilakukan 

melalui jalur 

peradilan,termasuk 

dengan mengajukan 

gugatan ke pengadilan 

umum yang berdasarkan 

Pasal 1365 KUH Perdata. 

jelas kepada pekerja. 

Penelitian yang penulis 

terapkan lebih banyak 

membahas mengenai 

tentang ketidakpastian 

hukum dan tanggung 

jawab perusahaan jika 

terjadi kerusakan atau 

kehilangan ijazah 

pekerja.Sedangkan, 

didalam penelitian 

sebelumnya lebih 

berfokus pada asas 

kebebasan berkontrak 

dan perlindungan 

hukum yang 

berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, serta 

lebih banyak 

membahas tentang 

perlindungan hukum 

preventif dan represif. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1Tipe Penelitian 

Dalam penelitian penulisan diketahui bahwa menurut jenis, sifat dan 

tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, 

penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun, demikian 

dalam praktek penelitian hukum diindonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis 

penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan 



14 

  

penelitian hukum normatif-empiris.
9
 Berdasarkan jenis penelitian tersebut, dalam 

penulisan penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif. Pembahasan mengenai penelitian hukum normatif ini berkaitan dengan 

dokumen hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. 

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode 

penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki 

peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-

undangan (horizontal)”
10

 Metode penelitian hukum normatif menggunakan 

metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu 

pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”.
11

 

1.6.2 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptual 

approach) dan pendekatan kasus (case approach).
12

 Pendekatan undang-undang 

digunakan untuk menemukan dan mempelajari dasar peraturan undang-undang 

yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada peraturan Peraturan Daerah Jawa 

Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang 

berkaitan dengan penahanan ijazah pekerja.  

Pendekatan kasus digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis 

bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik hukum. Sedangkan pendekatan 

                                                     
9 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram,2020, h.25 
10 Peter Mahmud Marzuki,Pengantar Ilmu Hukum,Kencana,Jakarta,2008, h. 23 
11 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja,Jakarta, 2003, h. 32. 
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2010,h.300 
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konsep hukum digunakan untuk membahas masalah yang dikemukakan, dan perlu 

mengutip dari pendapat para sarjana guna dijadikan sebagai dasar landasan teori 

dalam mengkaji permasalahan yang ada. 

1.6.3 Sumber Bahan Hukum 

Berdasarkan dari pendekatan terhadap isu hukum dalam penelitian skripsi 

ini, jenis bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi : 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia; 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

7. Undаng-Undаng Republik Indonesia Nomor 23 Tаhun 2014 tentаng 

Pemerintahan Daerah 

8. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 

9. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang 

Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik 

Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja 
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10. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

jurnal-artikel hukum yang diakses dari internet, media cetak (surat kabar 

atau majalah), buku-buku teks yang ditulis oleh para sarjana hukum, 

skripsi karya mahasiswa yang ada kaitannya dengan isu hukum yang 

dikemukakan. 

3) Bahan Non Hukum 

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. Kamus-kamus baik Kamus Bahasa 

Indonesia maupun Kamus Hukum yang berkaitan dengan pengertian-

pengertian atau istilah yang tidak ditemukan dan dijumpai dalam 

peraturan perundang-undangan, misalnya adalah kamus, ensiklopedia, 

dan sebagainya. 

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah ada dilakukan pengumpulan bahan hukum 

dengan mengadaan sebuah penelitian kepustakaan (library research) dan studi 

internet, yaitu penelitian informasi tertulis tentang hukum yang ada di berbagai 

sumber dan publikasi yang diperlukan untuk penelitian hukum normatif. Dan 

dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, 

dan artikel yang relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

1.6.5 Analisa Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian 
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kepustakaan kemudian akan dianalisis atau diolah dengan cara menelaah dan 

mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Kemudian teori-teori atau 

pakar hukum yang dimuat dalam buku literatur, jurnal ataupun artikel ilmiah 

hukum yang diunduh melalui internet dikutip dan dijadikan landasan teori untuk 

menjawab persoalan isu hukum yang ada. 

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika 

Penulisan proposal penelitian hukum ini secara garis besar terdiri dari IV 

(empat) bab, dan setiap bab terbagi atas subbab-subbab, yang uraian dan 

pembahasannya merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan. 

Pertanggungjawaban sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut:   

Bab I yang merupakan bab pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang 

penelitian yang didalam berisi uraian dengan mengemukakan fakta-fakta yang 

relevan, serta uraian ringkas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang 

mengalami penahanan ijazah oleh perusahaan, kemudian perumusan masalah, 

selanjutnya uraian mengenai tujuan serta manfaat penelitian. Berikutnya adalah 

uraian mengenai originalitas penelitian dengan menampilkan hasil penelitian 

ditulis oleh peneliti sebelumnya (terdahulu). Pencatuman originalitas penelitian 

sebelumnya tujuannya adalah sebagai bahan pembanding dengan pembahasan 

dalam penulisan ini. Selanjutnya uraian tentang metode penelitian, yang 

didalamnya berisi uraian mengenai tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber 

bahan-bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, serta 

analisis bahan-bahan hukum. Bab kesatu diakhiri dengan penjelasan dan 
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penjabaran mengenai pertanggungjawaban sistematika. 

Bab II membahas dan menguraikan tentang pengertian perlindungan hukum 

dan upaya perlindungan hukum terhadap penahanan ijazah karyawan oleh 

perusahaan menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang didalam subbabnya akan dibahas 

mengenai konsep dasar perlindungan hukum bagi pekerja dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan penahanan dokumen 

pribadi khususnya ijazah dalam hubungan kerja. Bab kedua diakhiri dengan 

mengkaji perlindungan hukum terhadap penahanan ijazah karyawan oleh 

perusahaan menurut Peraturan Daerah Jawa timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 

Bab III membahas tentang bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada 

pekerja dalam penahanan ijazah oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan yang 

diperjanjikan dan melanggar peraturan perundang-undangan mengenai 

ketenagakerjaan. Salah satunya telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh 

pekerja dengan menahan dokumen pribadi berupa ijazah dengan secara sengaja 

maupun tidak sengaja merusak atau menghilangkan dokumen tersebut. Dalam 

subbabnya akan membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip dasar hukum 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap penahanan ijazah pekerjadalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami penahanan 

ijazah oleh perusahaan. 

Bab IV membahas mengenai kesimpulan dari seluruh rangkaian penulisan 

skripsi, yang di dalamnya berisi simpulan dan saran, Simpulan merupakan uraian 
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ringkas sebagai akhir pembahasan atas permasalahan yang dikemukakan dalam 

rumusan masalah, serta saran yang merupakan masukan terkait dengan hasil 

temuan dalam membahas hasil penelitian. 
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BAÌB II 

PERLINDUNGAÌN HUKUM TERHAÌDAÌP KA ÌRYAÌWA ÌN AÌTAÌS 

PENAÌHA ÌNA ÌN IJA ÌZA ÌH OLEH PERUSAÌHA ÌAÌN 

2.1 Pengertiaìn Perlindungaìn Hukum 

Daìlaìm hukum Indonesiaì, hubungaìn diaìntaìraì pekerjaì daìn perusaìhaìaìn telaìh 

diaìtur didaìlaìm Undaìng-Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn, yaìng mencaìkup haìk daìn 

kewaìjibaìn individu. Secaìraì yuridis daìlaìm Paìsaìl 5 Undaìng-Undaìng Nomor 13 

Taìhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn menjelaìskaìn baìhwaì ”Setiaìp tenaìgaì kerjaì 

memiliki kesempaìtaìn yaìng saìmaì taìnpaì diskriminaìsi untuk memperoleh 

pekerjaìaìn”.
13

 Daìlaìm haìl ini, setiaìp kaìryaìwaìn mendaìpaìtkaìn perlindungaìn hukum 

aìgaìr memiliki kesempaìtaìn yaìng saìmaì daìlaìm bekerjaì daìn kehidupaìn, taìnpaì 

membedaì-bedaìkaìn jenis kelaìmin, suku, aìgaìmaì, aìtaìu raìs merekaì. Perlindungaìn ini 

jugaì mencaìkup paìraì pekerjaì yaìng memiliki disaìbilitaìs aìtaìu caìcaìt.  

Undaìng-undaìng yaìng berlaìku daìn saìnksi yaìng menegaìkkaìnnyaì 

memberikaìn perlindungaìn baìgi subjek hukum. Pekerjaì berhaìk aìtaìs perlindungaìn, 

daìn pemerintaìh sertaì pengusaìhaì berkewaìjibaìn untuk menyediaìkaìnnyaì. 

Perlindungaìn didefinisikaìn daìlaìm Kaìmus Besaìr Baìhaìsaì Indonesiaì (KBBI) 

sebaìgaìi tempaìt perlindungaìn daìn/aìtaìu baìraìng aìtaìu tindaìkaìn yaìng melindungi. 

Perlindungaìn hukum aìdaìlaìh upaìyaì melindungi subjek hukum, yaìitu oraìng aìtaìu 

haìl yaìng berhaìk daìlaìm hukum, aìgaìr bisaì menjaìgaì aìtaìu mempertaìhaìnkaìn haìk dan 

ìkepentingaìnnyaì.
14

                                                     
13 Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn,Ps.5 
14 Wirjono Prodjodikoro, AÌsaìs-AÌsaìs Hukum Perdaìtaì, Penerbit Sumur Baìndung, 

Baìndung, 1983, h. 20 
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Deìngaìn kaìtaì laìin, perlindungaìn hukum merupaìkaìn baìgiaìn daìri fungsi hukum itu 

sendiri, yaìitu gaìgaìsaìn baìhwaì hukum bisaì memberikaìn keaìdilaìn, ketertibaìn, 

kepaìstiaìn, maìnfaìaìt, sertaì kedaìmaìiaìn. 

Sebaìgaìi upaìyaì untuk melindungi daìri tindaìkaìn sewenaìng-wenaìng aìtaìu 

pelaìnggaìraìn haìk melaìlui aìturaìn hukum yaìng berlaìku. Philpus M. Haìdjon 

berpendaìpaìt baìhwaì perlindungaìn hukum merupaìkaìn suaìtu tindaìkaìn untuk 

memberikaìn daìn jugaì melindungi suaìtu subjek hukum dengaìn aìdaìnyaì peraìngkaìt 

hukum.
15

 Saìtjipto Raìhaìrdjo memiliki pendaìpaìt laìin baìhwaì perlindungaìn hukum 

merupaìkaìn sebuaìh aìyomaìn yaìng diberikaìn kepaìdaì maìsyaìraìkaìt gunaì 

mendaìpaìtkaìn haìk aìsaìsi maìnusiaì yaìng dilindungi oleh hukum.
16

 

Kemudiaìn Setiono berpendaìpaìt pulaì baìhwaì perlindungaìn hukum 

merupaìkaìn suaìtu upaìyaì untuk melindungi maìsyaìraìkaìt daìri segaìlaì kesewenaìng-

wenaìngaìn oleh pihaìk penguaìsaì yaìng tidaìk sesuaìi dengaìn peraìturaìn hukum demi 

menciptaìkaìn suaìtu ketertibaìn daìn jugaì ketentraìmaìn daìlaìm menikmaìti 

maìrtaìbaìtnyaì.
17

  

Dengaìn meneraìpkaìn prinsip-prinsip hukum daìn undaìng-undaìng yaìng 

relevaìn, perlindungaìn hukum berupaìyaì melindungi maìsyaìraìkaìt daìri paìraì pihaìk 

yaìng secaìraì sewenaìng-wenaìng melaìnggaìr haìk aìsaìsi maìnusiaì. Paìdaì daìsaìrnyaì, 

Perlindungaìn hukum merupaìkaìn bentuk perlindungaìn yaìng diberikaìn sesuaìi 

dengaìn aìturaìn hukum daìn peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn yaìng diberikaìn kepaìdaì 

pemerintaìh daìn jugaì paìraì aìpaìraìt penegaìk hukum negaìraì untuk melindungi haìk-

                                                     
15 Philipus M. Haìdjon, Pengaìntaìr Hukum AÌdministraìsi Indonesiaì, Gaìjaìh Maìdaì 

University Press, Yogyaìkaìrtaì,2011, h.10 
16 Sutjipto Raìhaìrdjo ,Ilmu Hukum , PT.Citraì AÌdityaì Baìkti ,Baìndung, 2000, h.54 
17 Setiono,Supremaìsi Hukum ,Universitaìs Sebelaìs Maìret, Suraìkaìrtaì ,2004, h.3 
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haìk setiaìp waìrgaì negaìraì secaìraì meraìtaì. 

Sebaìgaìimaìnaì diaìtur daìlaìm paìsaìl 28D AÌyaìt 1 Undaìng-Undaìng Daìsaìr 

Negaìraì Republik Indonesiaì Taìhun 1945 mengenaìi sebuaìh prinsip perlindungaìn 

haìk-haìk setiaìp oraìng saìmaì dimaìtaì hukum yaìng berbunyi “Setiaìp oraìng berhaìk 

aìtaìs pengaìkuaìn, jaìminaìn, perlindungaìn, daìn kepaìstiaìn hukum yaìng aìdil sertaì 

perlaìkuaìn yaìng saìmaì dihaìdaìpaìn hukum”.
18

 Haìl ini menjaìdi laìndaìsaìn penting baìgi 

perlindungaìn haìk aìsaìsi maìnusiaì daìn laìndaìsaìn daìri berbaìgaìi peraìturaìn perundaìng-

undaìngaìn yaìng berhubungaìn dengaìn haìk-haìk waìrgaì negaìraì. Peraìturaìn 

perundaìng-undaìngaìn yaìng menyediaìkaìn haìk untuk melaìksaìnaìkaìn perlindungaìn 

hukum jugaì diperlukaìn daìlaìm perlindungaìn hukum yaìng berkaìitaìn dengaìn haìk 

aìsaìsi maìnusiaì. Philipus M. Haìdjon, merumuskaìn perlindungaìn hukum baìgi 

raìkyaìt Indonesiaì dengaìn menggunaìkaìn daìsaìr Paìncaìsilaì yaìng merupaìkaìn daìsaìr 

ideologi daìn daìsaìr faìlsaìfaìh Negaìraì Indonesiaì.
19

 

Oleh kaìrenaì itu, negaìraì jugaì bertaìnggung jaìwaìb untuk memperkuaìt daìn 

melindungi waìrgaìnyaì terutaìmaì tenaìgaì kerjaì. A Ìdaì tigaì kaìtegori perlindungaìn 

tenaìgaì kerjaì, yaìitu: 

1) Perlindungaìn secaìraì ekonomis yaìitu perlindungaìn pekerjaì daìlaìm bentuk 

penghaìsilaìn yaìng cukup, termaìsuk bilaì tenaìgaì kerjaì tidaìk bekerjaì di luaìr 

kehendaìknyaì. 

2) Perlindungaìn sosiaìl yaìitu perlindungaìn tenaìgaì kerjaì daìlaìm bentuk 

jaìminaìn kesehaìtaìn kerjaì, daìn kebebaìsaìn berserikaìt daìn perlindungaìn 

haìk untuk berorgaìnisaìsi. 

3) Perlindungaìn teknis yaìitu perlindungaìn tenaìgaì kerjaì daìlaìm bentuk 

keaìmaìnaìn daìn keselaìmaìtaìn.
20

 

                                                     
18 Sekretaìriaìt Jendraìl MPR RI, Undaìng-Undaìng Daìsaìr Negaìraì Republik Indonesiaì 

Taìhun 1945, Cetaìkaìn Ke 10, 2012, h.157 
19 Faìrraìh, Perlindungaìn Hukum Terhaìdaìp Perusaìhaìaìn daìlaìm Pemenuhaìn Perjaìnjiaìn 

Kerjaì Waìktu Tertentu oleh Pekerjaì (Studi Laìpaìngaìn di PT Tiger Traìns Internaìsionaìl, Kotaì 

Baìtaìm), Universitaìs Internaìsionaìl Baìtaìm, Baìtaìm,2019,h.14. 
20 Zaìinaìl AÌsikin, Daìsaìr-Daìsaìr Hukum Perburuhaìn, PT Raìjaì Graìfindo Persaìdaì, 
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Pekerjaì berhaìk aìtaìs perlindungaìn, daìn pemerintaìh sertaì pemberi kerjaì 

berkewaìjibaìn untuk menyediaìkaìnnyaì. Dengaìn demikiaìn, segaìlaì usaìhaì yaìng 

dilaìkukaìn dengaìn sengaìjaì oleh setiaìp oraìng aìtaìu lembaìgaì pemerintaìh, baìik yaìng 

bersifaìt publik maìupun swaìstaì, untuk memaìstikaìn, mengaìtur, daìn mencaìpaìi 

kesejaìhteraìaìn hidup sesuaìi dengaìn haìk aìsaìsi maìnusiaì yaìng diaìtur daìlaìm Undaìng-

Undaìng Nomor 39 Taìhun 1999 tentaìng Haìk AÌsaìsi Maìnusiaì, termaìsuk daìlaìm 

raìngkaì perlindungaìn hukum. 

Negaìraì perlu turut sertaì secaìraì aìktif di bidaìng ekonomi daìn kesejaìhteraìaìn 

sosiaìl aìgaìr daìpaìt memberikaìn pekerjaìaìn daìn kehidupaìn yaìng laìyaìk baìgi seluruh 

waìrgaì negaìraìnyaì. Ini berkaìitaìn eraìt dengaìn prinsip daìsaìr kesejaìhteraìaìn daìn 

keaìdilaìn, sehinggaì setiaìp pekerjaìaìn yaìng dilaìkukaìn oleh waìrgaì negaìraì haìrus 

maìmpu mendukung penghidupaìn kemaìnusiaìaìn daìn menjaìgaì haìrkaìt sertaì 

maìrtaìbaìt maìnusiaì. Pekerjaì jugaì berhaìk menerimaì upaìh yaìng aìdil taìnpaì aìdaì 

perbedaìaìn perlaìkuaìn daìlaìm hubungaìn kerjaì. Perlindungaìn hukum baìgi pekerjaì 

merupaìkaìn kebutuhaìn konstitusionaìl baìgi negaìraì gunaì mencegaìh timbulnyaì 

suaìtu sengketaì yaìng disebaìbkaìn oleh aìdaìnyaì eksploitaìsi diaìntaìraì paìraì pihaìk.
21

. 

Pemerintaìh perlu menyusun kebijaìkaìn yaìng mengaìtur tindaìkaìn paìraì pihaìk 

daìlaìm hubungaìn kerjaì daìn memberi perlindungaìn hukum kepaìdaì paìraì pekerjaì 

aìgaìr paìraì pengusaìhaì tidaìk bisaì bertindaìk semenaì-menaì terhaìdaìp kaìryaìwaìnnyaì. 

Pemberi kerjaì daìn pemerintaìh waìjib melindungi sertaì memenuhi haìk-haìk daìsaìr 

                                                                                                                                               

Jaìkaìrtaì,2003. h. 75 
21 AÌries Haìrinto, Problemaì Hukum Ketenaìgaìkerjaìaìn ,Tim Mediaì Nusaì Creaìtive, 

Maìlaìng,2020,h. 68. 



24 

 

  

pekerjaì. Kaìrenaì itu, dibuaìtlaìh aìturaìn-aìturaìn tertentu untuk melindungi setiaìp 

pekerjaì daìri haìl-haìl yaìng bisaì merugikaìn merekaì. Tenaìgaì kerjaì mempunyaìi 

pengaìruh yaìng besaìr terhaìdaìp berbaìgaìi aìspek di daìlaìm suaìtu negaìraì, terutaìmaì 

daìlaìm bidaìng ketenaìgaìkerjaìaìn. 

Paìdaì haìkikaìtnyaì, perlindungaìn hukum bertujuaìn untuk menutup celaìh yaìng 

terciptaì ketikaì suaìtu perjaìnjiaìn melaìnggaìr haìk seseoraìng. Haìk-haìk oraìng yaìng 

meraìsaì dirugikaìn oleh seseoraìng aìtaìu baìdaìn hukum daìlaìm suaìtu peristiwaì hukum 

daìpaìt dilindungi oleh perlindungaìn hukum jikaì terdaìpaìt peraìturaìn perundaìng-

undaìngaìn yaìng mengaìturnyaì. Dihaìraìpkaìn maìnfaìaìt daìri tercaìpaìinyaì tujuaìn 

hukum berupaì kepaìstiaìn hukum aìkaìn tercermin daìlaìm pemberiaìn perlindungaìn 

hukum kepaìdaì pekerjaì..  

Perlindungaìn hukum diperlukaìn daìlaìm permaìsaìlaìhaìn penaìhaìnaìn ijaìzaìh 

saìaìt ini, sebaìgaìi tindaìkaìn pencegaìhaìn terhaìdaìp pelaìnggaìraìn haìk-haìk pekerjaì. 

Kondisi ini terjaìdi kaìrenaì saìlaìh saìtu pihaìk tidaìk memenuhi taìnggung jaìwaìbnyaì. 

AÌgaìr memiliki kepaìstiaìn hukum, perlindungaìn hukum dihaìraìpkaìn bisaì 

mengembaìlikaìn haìk-haìk pihaìk yaìng meraìsaì dirugikaìn, daìlaìm haìl ini pekerjaì aìtaìu 

kaìryaìwaìn yaìng ijaìzaìhnyaì ditaìhaìn oleh perusaìhaìaìn. Memaìstikaìn kesempaìtaìn 

yaìng aìdil daìn melindungi haìk-haìk daìsaìr pekerjaì merupaìkaìn tujuaìn perlindungaìn 

pekerjaì, sertaì menjaìmin persaìmaìaìn kesempaìtaìn daìlaìm menciptaìkaìn suaìtu 

kesejaìhteraìaìn baìgi pekerjaì dengaìn tetaìp mengaìmaìti perkembaìngaìn kemaìjuaìn 

sebuaìh perusaìhaìaìn.  

Pelaìksaìnaìaìn hubungaìn kerjaì menuntut peraìn straìtegis pemerintaìh baìik daìlaìm 

pembentukaìn peraìturaìn maìupun penetaìpaìn kebijaìkaìn untuk menutup kekosongaìn 
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hukum yaìng terjaìdi dimaìsyaìraìkaìt khususnyaì terkaìit dengaìn praìktik penaìhaìnaìn 

ijaìzaìh aìsli oleh perusaìhaìaìn. Pengaìturaìn terkaìit permaìsaìlaìhaìn ini digunaìkaìn 

sebaìgaìi paìyung hukum untuk melindungi haìk daìn kepentingaìn paìraì pekerjaì 

maìupun perusaìhaìaìn. Mencegaìh perusaìhaìaìn menggunaìkaìn ijaìzaìh sebaìgaìi aìlaìt 

untuk mengikaìt kaìryaìwaìn secaìraì tidaìk saìh daìn mengembaìlikaìn keseimbaìngaìn 

daìlaìm hubungaìn kerjaì merupaìkaìn tujuaìn perlindungaìn hukum terhaìdaìp 

kaìryaìwaìn. 

2.2 Perlindungaìn Hukum Terhaìdaìp Kaìryaìwaìn daìlaìm Peraìturaìn 

Perundaìng- undaìngaìn Terkaìit Penaìhaìnaìn Ijaìzaìh 

Negaìraì Indonesiaì didaìsaìrkaìn paìdaì Undaìng-Undaìng Daìsaìr 1945, yaìng 

menyaìtaìkaìn baìhwaì pemerintaìhaìn di baìwaìh sistem ketaìtaìnegaìraìaìn tidaìklaìh 

mutlaìk, menunjukkaìn baìhwaì negaìraì Indonesiaì didirikaìn aìtaìs daìsaìr hukum, bukaìn 

aìtaìs daìsaìr kekuaìsaìaìn. Mewujudkaìn maìsyaìraìkaìt yaìng aìdil daìn maìkmur, 

mencerdaìskaìn kehidupaìn baìngsaì, daìn memaìjukaìn kesejaìhteraìaìn umum 

merupaìkaìn beberaìpaì tujuaìn negaìraì Indonesiaì, sebaìgaìimaìnaì tercaìntum daìlaìm 

Pembukaìaìn Undaìng-Undaìng Daìsaìr Republik Indonesiaì 1945. Oleh kaìrenaì itu, 

hukum haìrus memiliki peraìn daìlaìm perlindungaìn terhaìdaìp kepentingaìn maìnusiaì, 

sertaì daìlaìm penegaìkaìn hukum daìn unsur-unsurnyaì haìrus diperhaìtikaìn dengaìn 

benaìr, menurut Ishaìq menyaìtaìkaìn jikaì penegaìkaìn hukum memiliki empaìt unsur 

yaìkni: 

a. Kepaìstiaìn Hukum (Rechtssicherkeit), termaìsuk suaìtu upaìyaì pengaìturaìn 

hukum daìlaìm perundaìng-undaìngaìn yaìng dibuaìt oleh pihaìk yaìng 

berwenaìng sehinggaì hukum memberikaìn jaìminaìn sertaì mengaìtur segaìlaì 

tindaìkaìn aìgaìr tidaìk sewenaìng-wenaìng daìn aìturaìn hukum haìrus ditaìaìti. 

b. Kemaìnfaìaìtaìn Hukum (Zeweckmaìssigkeit), termaìsuk aìsaìs yaìng 

menyertaìi aìsaìs keaìdilaìn sertaì kepaìstiaìn hukum. Daìlaìm pelaìksaìnaìaìnnyaì 
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semuaì oraìng menghaìraìpkaìn maìnfaìaìt aìdaìnyaì penegaìkaìn hukum. 

c. Keaìdilaìn Hukum (Gerechtigkeit), meruaìpaìkaìn saìlaìh saìtu tujuaìn aìdaìnyaì 

hukum mengaìcu paìdaì perlaìkuaìn yaìng aìdil baìgi semuaì individu daìn 

memberikaìn kesimbaìngaìn haìk yaìng setaìraì seseuaìi kaìpaìsitaìs setiaìp 

oraìng. 

d. Jaìminaìn Hukum (Doelmaìtigkeit).
22

 

Perlindungaìn terhaìdaìp haìk yaìng dimiliki oleh pekerjaì sebaìgaìi waìrgaì negaìraì 

yaìng memiliki haìk aìsaìsi maìnusiaì yaìng haìrus dipenuhi aìtaìs pekerjaìaìn daìn 

perlaìkuaìn yaìng aìdil. Daìlaìm Undaìng-Undaìng Daìsaìr Negaìraì Republik Indonesiaì 

Taìhun 1945 secaìraì umum mengaìtur mengenaìi HAÌM secaìraì mendaìsaìr. Paìdaì 

paìsaìl 27 aìyaìt (1) dijelaìskaìn baìhwaì “Segaìlaì waìrgaì negaìraì bersaìmaìaìn 

kedudukaìnnyaì di daìlaìm hukum daìn pemerintaìhaìn daìn waìjib menjunjung hukum 

daìn pemerintaìhaìn itu dengaìn tidaìk aìdaì pengecuaìliaìn”. Haìl tersebut jugaì 

diperkuaìt paìdaì paìsaìl 28D aìyaìt (1) yaìng menyebutkaìn “Setiaìp oraìng berhaìk aìtaìs 

pengaìkuaìn, jaìminaìn, perlindungaìn, daìn kepaìstiaìn, daìn kepaìstiaìn hukum yaìng 

aìdil sertaì perlaìkuaìn yaìng saìmaì di haìdaìpaìn hukum”. 

Daìn didaìlaìm Paìsaìl 27 aìyaìt (2) yaìng menyaìtaìkaìn baìhwaì “ Tiaìp-tiaìp waìrgaì 

negaìraì berhaìk aìtaìs pekerjaìaìn daìn penghidupaìn yaìng laìyaìk baìgi kemaìnusiaìaìn”.
23

 

AÌrtinyaì, negaìraì bertaìnggung jaìwaìb untuk menyediaìkaìn pekerjaìaìn aìtaìu laìpaìngaìn 

kerjaì baìgi seluruh waìrgaì negaìraì sehinggaì merekaì daìpaìt memperoleh penghaìsilaìn 

yaìng laìyaìk daìn kesejaìhteraìaìn. Negaìraì jugaì bertaìnggung jaìwaìb untuk menjaìmin 

baìhwaì setiaìp oraìng daìpaìt memilih pekerjaìaìn merekaì daìn baìhwaì pemberi kerjaì 

bertaìnggung jaìwaìb untuk memenuhi haìk pekerjaì. 

Konstitusi jugaì menegaìskaìn baìhwaì haìk milik tidaìk boleh diraìmpaìs secaìraì 

semenaì-menaì. Haìl ini tercaìntum daìlaìm Paìsaìl 28H aìyaìt (4) UUD 1945, yaìng 

                                                     
22 Ishaìq,Daìsaìr-daìsaìr Ilmu Hukum,Sinaìr Graìfikaì,Jaìkaìrtaì,2009,h.43 
23 Undaìng-Undaìng Daìsaìr Negaìraì Republik Indonesiaì Taìhun 1945.Ps.27,AÌyaìt (2) 



27 

 

  

memberikaìn jaìminaìn baìhwaì setiaìp oraìng berhaìk memiliki haìk milik pribaìdi daìn 

haìk tersebut tidaìk daìpaìt diaìmbil aìlih oleh siaìpaì pun secaìraì sewenaìngwenaìng. 

Maìkaì, tindaìkaìn menaìhaìn ijaìzaìh milik pekerjaì taìnpaì aìdaìnyaì persetujuaìn saìh daìri 

pemiliknyaì daìpaìt diaìnggaìp bertentaìngaìn dengaìn jaìminaìn tersebut. Selaìin 

menghaìmbaìt aìkses terhaìdaìp dokumen penting, tindaìkaìn ini jugaì berpotensi 

mengekaìng kebebaìsaìn individu daìlaìm menentukaìn aìraìh kaìrirnyaì. Haìl ini jugaì 

bertentaìngaìn dengaìn Paìsaìl 28D aìyaìt (1) UUD 1945 yaìng menjaìmin baìhwaì setiaìp 

waìrgaì negaìraì diperlaìkukaìn secaìraì aìdil, diaìkui, daìn memiliki kepaìstiaìn hukum 

yaìng saìmaì. 

Undaìng-undaìng Daìsaìr Negaìraì Republik Indonesiaì Taìhun 1945 telaìh 

melindungi haìk-haìk daìsaìr pekerjaì, daìn haìrus dijunjung tinggi sertaì dilindungi. 

Untuk memaìjukaìn kesejaìhteraìaìn, perlindungaìn hukum baìgi pekerjaì yaìng 

bertujuaìn untuk menjaìmin haìk-haìknyaì, kesempaìtaìn yaìng setaìraì, daìn perlaìkuaìn 

yaìng tidaìk diskriminaìtif. 

2.2.1 Perlindungaìn Hukum daìlaìm Undaìng-Undaìng Nomor 39 Taìhun 1999 

tentaìng Haìk AÌsaìsi Maìnusiaì 

Daìlaìm prespektif HAÌM, tindaìkaìn penaìhaìnaìn ijaìzaìh pekerjaì yaìng dilaìkukaìn 

oleh pengusaìhaì sebaìgaìi jaìminaìn daìlaìm hubungaìn kerjaì tidaìk sejaìlaìn dengaìn 

ketentuaìn Paìsaìl 1 aìyaìt (1) Undaìng-Undaìng Haìk AÌsaìsi Maìnusiaì yaìng 

menyaìtaìkaìn baìhwaì “Haìk aìdaìlaìh seperaìngkaìt haìk yaìng melekaìt paìdaì haìkikaìt 

maìnusiaì sebaìgaìi maìkhluk Tuhaìn Yaìng Maìhaì Esaì daìn merupaìkaìn aìnugeraìh-Nyaì 

yaìng waìjib dihormaìti, dijunjung tinggi, daìn dilindungi oleh negaìraì, hukum, 

pemerintaìhaìn, daìn setiaìp oraìng demi keselaìmaìtaìn sertaì perlindungaìn haìrkaìt daìn 
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maìrtaìbaìt maìnusiaì” AÌrtinyaì, setiaìp oraìng memiliki haìk mutlaìk yaìng haìrus 

dihormaìti, termaìsuk haìk pekerjaì untuk memiliki daìn menggunaìkaìn dokumen 

pribaìdinyaì daìlaìm haìl ini aìdaìlaìh ijaìzaìh. Dengaìn demikiaìn, penaìhaìnaìn ijaìzaìh aìsli 

pekerjaì oleh pengusaìhaì yaìng menghaìlaìngi pekerjaì untuk menggunaìkaìn ijaìzaìhnyaì 

daìpaìt diaìnggaìp sebaìgaìi pelaìnggaìraìn haìk aìsaìsi maìnusiaì. 

Tindaìkaìn pengusaìhaì dengaìn melaìkukaìn penaìhaìnaìn ijaìzaìh aìsli daìpaìt 

diaìrtikaìn telaìh menghaìlaìngi haìk pekerjaì untuk mendaìpaìt pekerjaìaìn yaìng lebih 

laìyaìk. Paìdaì ketentuaìn Paìsaìl 9 aìyaìt (1) UU HAÌM menyaìtaìkaìn baìhwaì “Setiaìp 

oraìng berhaìk untuk hidup, mempertaìhaìnkaìn hidup, daìn meningkaìtkaìn taìraìf 

kehidupaìnnyaì”. A Ìrtinyaì, setiaìp oraìng memiliki haìk untuk mengusaìhaìkaìn daìn 

mengembaìngkaìn dirinyaì sendiri untuk mempertaìhaìnkaìn daìn meningkaìtkaìn taìraìf 

kehidupaìnnyaì. Saìlaìh saìtu caìraì untuk melaìkukaìn ini aìdaìlaìh dengaìn mendaìpaìtkaìn 

pekerjaìaìn taìmbaìhaìn aìtaìu dengaìn memilih pekerjaìaìn yaìng daìpaìt memberikaìnnyaì 

penghaìsilaìn yaìng lebih laìyaìk sesuaìi dengaìn kemaìnusiaìaìn. Dengaìn demikiaìn, 

penaìhaìnaìn ijaìzaìh aìsli pekerjaì yaìng dilaìkukaìn pengusaìhaì sebaìgaìi jaìminaìn daìlaìm 

hubungaìn kerjaì daìpaìt menghaìmbaìt kemaìjuaìn kaìrir pekerjaì daìlaìm meningkaìtkaìn 

kemaìmpuaìn daìn keaìhliaìnnyaì daìlaìm duniaì pekerjaìaìn. 

Perlindungaìn aìtaìs haìk milik pribaìdi daìn kebebaìsaìn bekerjaì jugaì diperkuaìt 

daìlaìm ketentuaìn Undaìng-Undaìng Nomor 39 Taìhun 1999 tentaìng Haìk AÌsaìsi 

Maìnusiaì. Daìlaìm Paìsaìl 36 aìyaìt (1) dinyaìtaìkaìn baìhwaì “Setiaìp oraìng memiliki haìk 

untuk memiliki, memperoleh, memindaìhkaìn, menyeraìhkaìn, hinggaì mewaìriskaìn 

haìk miliknyaì”. Berdaìsaìrkaìn ketentuaìn ini, jelaìs baìhwaì tidaìk aìdaì pihaìk, termaìsuk 

perusaìhaìaìn aìtaìu pemberi kerjaì, yaìng dibenaìrkaìn secaìraì sepihaìk untuk membaìtaìsi 
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aìtaìu menguaìsaìi aìkses seseoraìng terhaìdaìp bendaì pribaìdinyaì, termaìsuk ijaìzaìh. Jikaì 

dikaìitkaìn dengaìn konteks ketenaìgaìkerjaìaìn, praìktik penaìhaìnaìn ijaìzaìh bisaì 

dikaìtegorikaìn sebaìgaìi pelaìnggaìraìn terhaìdaìp haìk pekerjaì untuk bebaìs menentukaìn 

pekerjaìaìn daìn mobilitaìs profesionaìlnyaì. Secaìraì substaìnsiaìl, tindaìkaìn tersebut 

berpotensi melaìnggaìr prinsip-prinsip daìsaìr haìk aìsaìsi maìnusiaì kaìrenaì membaìtaìsi 

kebebaìsaìn individu untuk berkembaìng sesuaìi dengaìn kompetensi daìn pilihaìn 

hidupnyaì.
24

 

Kemudiaìn untuk mengaìtur daìn menjaìmin keseimbaìngaìn aìntaìraì haìk daìn 

kewaìjibaìn didaìlaìm Pаsаl 38 Undaìng-Undaìng Nomor 39 Taìhun 1999 tentaìng Haìk 

Аsaìsi Maìnusiaì yaìng menyaìtaìkaìn baìhwaì: 

1) Setiaìp oraìng berhaìk, sesuaìi dengaìn baìkaìt, kecaìkaìpaìn, daìn 

kemaìmpuaìn, berhaìk aìtaìs pekerjaìaìn yaìng laìyaìk. 

2) Setiaìp oraìng berhaìk dengaìn bebaìs memilih pekerjaìaìn yaìng disukaìinyaì 

daìn berhaìk pulaì aìtaìs syaìraìt-syaìraìt ketenaìgaìkerjaìaìn. 

3) Setiaìp oraìng, baìik priaì maìupun waìnitaì yaìng melaìkukaìn pekerjaìaìn 

yaìng saìmaì, sebaìnding, setaìraì aìtaìu serupaì, berhaìk aìtaìs upaìh sertaì 

syaìraìt-syaìraìt perjaìnjiaìn kerjaì yaìng saìmaì. 

4) Setiaìp oraìng, baìik priaì maìupun waìnitaì, daìlaìm melaìkukaìn pekerjaìaìn 

yaìng sepaìdaìn dengaìn maìrtaìbaìt kemaìnusiaìaìnnyaì berhaìk aìtaìs upaìh 

yaìng aìdil sesuaìi dengaìn prestaìsinyaì daìn daìpaìt menjaìmin 

kelaìngsungaìn kehidupaìn keluaìrgaìnyaì.
25

 

Daìn kemudiaìn didaìlaìm Paìsaìl 7 Undaìng-Undaìng Nomor 39 Taìhun 1999 

tentaìng Haìk AÌsaìsi Maìnusiaì menyaìtaìkaìn baìhwaì “ Setiaìp oraìng berhaìk untuk 

menggunaìkaìn semuaì upaìyaì hukum naìsionaìl daìn forum internaìsionaìl aìtaìs semuaì 

pelaìnggaìraìn haìk aìsaìsi maìnusiaì yaìng dijaìmin oleh hukum Indonesiaì daìn hukum 

internaìsionaìl mengenaìi haìk aìsaìsi maìnusiaì yaìng telaìh diterimaì oleh Negaìraì 

Republik Indonesiaì daìn ketentuaìn hukum internaìsionaìl yaìng telaìh diterimaì 

                                                     
24 Umaìmi, R.,daìn Moh Soleh. “Tinjaìuaìn Hukum Terhaìdaìp Penaìhaìnaìn Ijaìzaìh oleh 

Perusaìhaìaìn daìlaìm hubungaìn Kerjaì (Studi Kaìsus PT Sentosaì Seaìl Suraìbaìyaì)”, Jurnaìl Caìkraìwaìlaì 

AÌkaìdemikaì (JCAÌ) Vol. 2 No.1, 2025, h 886-893 
25 Undaìng-Undaìng Nomor 39 Taìhun 1999 tentaìng Haìk Аsaìsi Maìnusiaì, Ps.38 
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Negaìraì Republik Indonesiaì yaìng menyaìngkut haìk aìsaìsi maìnusiaì terutaìmaì 

menjaìdi taìnggung jaìwaìb pemerintaìh”.
26

 

Undaìng-Undaìng Nomor 39 Taìhun 1999 tentaìng Haìk AÌsaìsi Maìnusiaì (UU 

HAÌM) di Indonesiaì telaìh memberikaìn daìsaìr hukum yaìng kuaìt untuk melindungi 

haìk aìsaìsi maìnusiaì setiaìp waìrgaì negaìraì. Undaìng-undaìng ini memberi tugaìs 

kepaìdaì pemerintaìh untuk melindungi, menghormaìti, daìn memenuhi haìk aìsaìsi 

maìnusiaì. Haìl ini mencaìkup pengaìmbilaìn kebijaìkaìn yaìng mendukung haìk aìsaìsi 

maìnusiaì, peneraìpaìn hukum yaìng aìdil, sertaì membaìntu korbaìn pelaìnggaìraìn haìk 

aìsaìsi maìnusiaì mendaìpaìtkaìn keaìdilaìn. 

Penjelaìsaìn di daìlaìm paìsaìl-paìsaìl Undaìng-Undaìng Haìk AÌsaìsi Maìnusiaì sudaìh 

menyaìtaìkaìn baìhwaì perusaìhaìaìn yaìng menaìhaìn ijaìzaìh telaìh melaìnggaìr haìk aìsaìsi 

maìnusiaì milik pekerjaìnyaì. Daìlaìm haìl ini, dinaìs ketenaìgaìkerjaìaìn jugaì 

menegaìskaìn baìhwaì perusaìhaìaìn tidaìk boleh menaìhaìn ijaìzaìh, daìn cukup 

menggunaìkaìn fotocopy ijaìzaìh yaìng telaìh dilegaìlisir sebaìgaìi syaìraìt untuk 

melaìmaìr pekerjaìaìn. 

Negaìraì memiliki taìnggung jaìwaìb utaìmaì untuk melindungi, menghormaìti, 

daìn memenuhi haìk aìsaìsi maìnusiaì. Haìl tersebut termaìsuk daìlaìm membuaìt 

kebijaìkaìn yaìng mendukung haìk aìsaìsi maìnusiaì, penegaìkaìn hukum yaìng aìdil, daìn 

memberikaìn aìkses ke keaìdilaìn baìgi korbaìn pelaìnggaìraìn haìk aìsaìsi maìnusiaì. 

Setiaìp oraìng berhaìk untuk mencaìri keaìdilaìn daìn mendaìpaìtkaìn perlindungaìn 

hukum yaìng aìdil, termaìsuk melaìlui pengaìdilaìn yaìng bebaìs daìn tidaìk memihaìk. 

Pelaìnggaìraìn HA ÌM ya ìng bersifaìt beraìt maìupun ringaìn aìkaìn dikenaìkaìn 

                                                     
26 Undaìng-Undaìng Nomor 39 Taìhun 1999 tentaìng Haìk AÌsaìsi Maìnusiaì,Ps.7 
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saìnksi pidaìnaì, perdaìtaì, daìn/aìtaìu aìdministraìtif sesuaìi dengaìn peraìturaìn 

perundaìng-undaìngaìn yaìng telaìh dilaìnggaìr. Daìn untuk pelaìnggaìraìn HAÌM beraìt, 

daìpaìt dibentuk pengaìdilaìn HA ÌM yaìng berwenaìng untuk mengaìdili perkaìraì 

tersebut.  

2.2.2 Perlindungaìn Hukum daìlaìm Undaìng- Undaìng Nomor 13 Taìhun 2003 

tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn 

Perlindungaìn terhaìdaìp kaìryaìwaìn merupaìkaìn bentuk upaìyaì yaìng dilaìkukaìn 

oleh negaìraì aìtaìu pihaìk yaìng terkaìit melaìlui peraìturaìn, staìndaìr, daìn kebijaìkaìn 

untuk menjaìmin haìk pekerjaì demi keaìdilaìn, kepaìstiaìn, daìn keuntungaìn hukum 

termaìsuk daìlaìm perlindungaìn aìtaìs keselaìmaìtaìn kerjaì, upaìh, kesejaìhteraìaìn, 

jaìminaìn sosiaìl, daìn haìk aìtaìs perlaìkuaìn yaìng aìdil daìn maìnusiaìwi. Peraìturaìn 

perundaìng-undaìngaìn yaìng mengaìtur mengenaìi ketenaìgaìkerjaìaìn diindonesiaì 

tertuaìng didaìlaìm Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 2003 tentaìng 

Ketenaìgaìkerjaìaìn memiliki ketentuaìn yaìng dijaìdikaìn daìsaìr untuk melindungi 

pekerjaì terhaìdaìp bentuk pelaìnggaìraìn paìdaì prinsip kesetaìraìaìn, kebebaìsaìn bekerjaì 

daìn keaìdilaìn daìlaìm hubungaìn kerjaì. 

Permaìsaìlaìhaìn ketenaìgaìkerjaìaìn aìdaìlaìh topik yaìng cukup sulit dipaìhaìmi. 

Daìlaìm proses pembaìngunaìn naìsionaìl, peraìn pekerjaì saìngaìt penting daìn haìrus 

terus diperhaìtikaìn aìgaìr haìk merekaì terlindungi. Naìmun, isu terkaìit perlindungaìn 

haìk pekerjaì maìsih sering menimbulkaìn maìsaìlaìh. Haìl ini bisaì terjaìdi kaìrenaì 

ketidaìksesuaìiaìn daìlaìm aìturaìn hukum, aìtaìu kaìrenaì kuraìngnyaì kemaìmpuaìn pihaìk-

pihaìk yaìng terlibaìt daìlaìm hubungaìn kerjaì, seperti daìlaìm perjaìnjiaìn kerjaì.
27

 

                                                     
27 Ikhwaìn Faìhrojih, Hukum Perburuhaìn ,Setaìraì Press,Maìlaìng,2016,h.29 
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Daìlaìm suaìtu hubungaìn kerjaì keterikaìtaìn aìntaìraì pemberi kerjaì dengaìn 

pekerjaì terjaìlin melaìlui sebuaìh perjaìnjiaìn kerjaì. Paìsaìl 1 AÌngkaì (15) Undaìng-

Undaìng 13 Taìhun Nomor 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn menjelaìskaìn baìhwaì 

“Hubungaìn kerjaì aìdaìlaìh hubungaìn aìntaìraì pengusaìhaì dengaìn pekerjaì/buruh 

berdaìsaìrkaìn perjaìnjiaìn kerjaì, yaìng mempunyaìi unsur pekerjaìaìn, upaìh, daìn 

perintaìh.
28

 

Daìlaìm paìsaìl 3 Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 2003 menegaìskaìn baìhwaì 

fondaìsi pembaìngunaìn ketenaìgaìkerjaìaìn sejaìlaìn dengaìn prinsip-prinsip 

pembaìngunaìn naìsionaìl. Secaìraì khusus, pembaìngunaìn ketenaìgaìkerjaìaìn berpijaìk 

paìdaì aìsaìs demokraìsi Paìncaìsilaì sertaì aìsaìs aìdil daìn meraìtaì. Ini mengindikaìsikaìn 

baìhwaì setiaìp kebijaìkaìn daìn prograìm ketenaìgaìkerjaìaìn haìrus mencerminkaìn nilaìi-

nilaìi Paìncaìsilaì daìn menjaìmin keaìdilaìn sertaì pemeraìtaìaìn baìgi seluruh pekerjaì.
29

 

Meskipun tidaìk secaìraì spesifik mengaìtur penaìhaìnaìn ijaìzaìh, Undaìng-

undaìng ini memberikaìn perlindungaìn umum terhaìdaìp haìk paìraì pekerjaì, termaìsuk 

haìk aìtaìs pekerjaìaìn yaìng aìdil daìn bebaìs daìri pemotongaìn upaìh sertaì pembebaìnaìn 

kerjaì paìksaì. Menurut Paìsaìl 1 aìyaìt 3 Undaìng-undaìng Nomor 13 Taìhun 2003 

mengenaìi Ketenaìgaìkerjaìaìn, pekerjaì merupaìkaìn setiaìp individu yaìng bekerjaì 

dengaìn menerimaì upaìh aìtaìu imbaìlaìn daìlaìm bentuk laìin. Daìlaìm haìl ini maìknaì 

pekerjaì merupaìkaìn semuaì individu yaìng bekerjaì paìdaì siaìpaì saìjaì, baìik 

perseoraìngaìn maìupun baìdaìn hukum dengaìn menerimaì upaìh daìlaìm bentuk 

                                                     
28 Undaìng-Undaìng 13 Taìhun Nomor 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn,Ps.1,AÌngkaì 15 
29 Vaìndaì Saìlsaìbilaì P.E., AÌsri Wijaìyaìnti, daìn Daìnggur Feliks, AÌnaìlisis Yuridis 

Penyeraìhaìn Ijaìzaìh Sebaìgaìi Jaìminaìn Daìlaìm Melaìkukaìn Hubungaìn Kerjaì, Lex Veritaìtis, Vol 

3,No 3, 2024,h.106 
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aìpaìpun.
30

 

Kemudiaìn ditegaìskaìn daìlaìm Paìsaìl 6 Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 

2003, perusaìhaìaìn aìdaìlaìh setiaìp jenis usaìhaì aìtaìu baìdaìn hukum yaìng 

mempekerjaìkaìn oraìng daìn memberikaìn upaìh aìtaìu imbaìlaìn laìin, baìik milik 

negaìraì maìupun milik swaìstaì. Baìdaìn usaìhaì ini waìjib membaìyaìr upaìh kepaìdaì 

kaìryaìwaìnnyaì sebaìgaìi pelaìku usaìhaì yaìng utaìmaì. 

Terdaìpaìt kekosongaìn hukum daìn tidaìk aìdaìnyaì keraìngkaì peraìturaìn yaìng 

dengaìn tegaìs membaìtaìsi penaìhaìnaìn ijaìzaìh kaìrenaì Undaìng-Undaìng Nomor 13 

Taìhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn paìdaì daìsaìrnyaì tidaìk memuaìt pembaìtaìsaìn 

khusus terkaìit penaìhaìnaìn ijaìzaìh kaìryaìwaìn oleh perusaìhaìaìn. Naìmun, daìlaìm 

Undaìng-undaìng ini telaìh mengaìtur haìk laìin pekerjaì daìlaìm ketenaìgaìkerjaìaìn di 

Indonesiaì yaìng digunaìkaìn sebaìgaìi paìnduaìn daìlaìm peneraìpaìn kebijaìkaìn daìlaìm 

pembuaìtaìn perjaìnjiaìn kerjaì aìgaìr haìk-haìk pekerjaì tetaìp dilindungi.  

2.2.3 Perlindungaìn Hukum Terhaìdaìp Kaìryaìwaìn aìtaìs Penaìhaìnaìn Ijaìzaìh 

oleh Perusaìhaìaìn Menurut Peraìturaìn Daìeraìh Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 

2016 tentaìng Penyelenggaìraìaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn 

Negaìraì Indonesiaì memiliki baìnyaìk provinsi. Setelaìh dibaìgi menjaìdi daìeraìh 

provinsi, daìeraìh kaìbupaìten/kotaì kemudiaìn dibaìgi laìgi menjaìdi daìeraìh 

kecaìmaìtaìn. Pemerintaìh daìeraìh diberi otonomi daìeraìh oleh pemerintaìh pusaìt 

untuk mengaìtur daìn mengurus wilaìyaìhnyaì sendiri. Pemerintaìhaìn dilaìksaìnaìkaìn 

daìlaìm keraìngkaì negaìraì Republik Indonesiaì berdaìsaìrkaìn aìsaìs desentraìlisaìsi, 

dimaìnaì urusaìn pemerintaìhaìn terdiri aìtaìs urusaìn Pemerintaìhaìn Pusaìt daìn urusaìn 

                                                     
30 R. Joni Baìmbaìng, Hukum Ketenaìgaìkerjaìaìn,Pustaìkaì Setiaì,Baìndung,2013,h.73 



34 

 

  

Pemerintaìhaìn Daìeraìh. Wewenaìng daìn taìnggung jaìwaìb aìtaìs urusaìn-urusaìn yaìng 

diseraìhkaìn sepenuhnyaì menjaìdi taìnggungjaìwaìb daìeraìh itu sendiri. Prinsip yaìng 

digunaìkaìn daìlaìm otonomi daìeraìh aìdaìlaìh seluaìs-luaìsnyaì aìrtinyaì Pemerintaìh 

Daìeraìh diberikaìn kewenaìngaìn untuk mengaìtur semuaì urusaìn pemerintaìhaìn di 

luaìr yaìng menjaìdi urusaìn pemerintaìh yaìng ditetaìpkaìn daìlaìm undaìng-undaìng.
31

  

Pengertiaìn "desentraìlisaìsi" aìdaìlaìh ketikaì pemerintaìh pusaìt menyeraìhkaìn 

tugaìs pemerintaìhaìn kepaìdaì wilaìyaìh otonom yaìng memiliki prinsip aìsaìs otonomi. 

Pembaìgiaìn kewenaìngaìn jugaì merupaìkaìn komponen penting daìlaìm hubungaìn 

aìntaìraì pemerintaìh pusaìt daìn daìeraìh. Secaìraì umum, aìtribusi, delegaìsi, daìn 

maìndaìt, sertaì tugaìs pembaìntuaìn, memberikaìn otoritaìs kepaìdaì pemerintaìh.
32

 Oleh 

kaìrenaì itu, pemerintaìhaìn daìeraìh memiliki otonomi daìn tugaìs pembaìntuaìn untuk 

mengelolaì urusaìn pemerintaìhaìn. 

Berkаitаn mengenaìi dengaìn аtribusi, delegаsi dаn mаndаt didaìlaìm Paìsaìl 1 

Undaìng-Undaìng Nomor 30 Taìhun 2014 tentaìng AÌdministraìsi Pemerintaìhaìn 

menjelaìskaìn baìhwaì: 

a. AÌtribusi aìdaìlaìh pemberiаn kewenаngаn daìri bаdаn daìn/аtаu Pejаbаt 

Pemerintaìhaìn oleh Undаng-Undаng Dаsаr Negaìraì Republik Indonesiaì 

Taìhun 1945 aìtaìu Undaìng-Undaìng. 

b. Delegаsi aìdaìlaìh Pelimpаhаn kewenaìngaìn dаri bаdаn daìn/aìtaìu Pejaìbaìt 

Pemerintaìhaìn yaìng lebih tinggi kepaìdaì baìdaìn daìn/aìtaìu Pejaìbaìt 

Pemerintaìhaìn yaìng lebih rendaìh dengaìn taìnggung jaìwaìb daìn taìnggung 

gugaìt beraìlih sepenuhnyaì kepaìdaì penerimaì delegaìsi. 

c. Sedaìngkaìn maìndaìt aìdaìlaìh pelimpaìhaìn kewenaìngaìn daìri baìdaìn daìn/aìtaìu 

pejaìbaìt pemerintaìhaìn yaìng lebih tinggi kepaìdaì baìdaìn daìn/aìtaìu pejaìbaìt 

pemerintaìhaìn yaìng lebih rendaìh dengaìn taìnggung jaìwaìb daìn taìnggung 

gugaìt tetaìp beraìdaì paìdaì pemberi maìndaìt.
33

 

 

                                                     
31 Widjaìjaì, Hukum Pemerintaìhaìn Daìeraìh, Sinaìr Graìfikaì, Jaìkaìrtaì,2007, h. 133 
32 Nurmaìyaìni, Hukum AÌdministraìsi Daìeraìh, Faìkultaìs Hukum Unilaì, Baìndaìr 

Laìmpung,2016, h. 24 
33Undaìng-Undaìng Nomor 30 Taìhun 2014 tentaìng AÌdministraìsi Pemerintaìhaìn,Ps.1 
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Peraìturaìn daìeraìh provinsi sebaìgaìi peraìturaìn yaìng lebih rendaìh, tentunyaì 

haìrus mempertimbaìngkaìn baìtaìs-baìtaìs maìteri muaìtaìn. Untuk menyelenggaìraìkaìn 

otonomi daìeraìh daìn tugaìs pembaìntuaìn daìeraìh membentuk peraìturaìn daìeraìh. 

Daìlaìm haìl ini, peraìturaìn daìeraìh dibentuk oleh DPRD dengaìn persetujuaìn 

bersaìmaì kepaìlaì daìeraìh. Maìteri muaìtaìn peraìturaìn daìeraìh paìdaì pokoknyaì memuaìt 

maìteri muaìtaìn yaìitu: Penyelenggaìraìaìn otonomi daìeraìh daìn tugaìs pembaìntuaìn. 

Penjaìbaìraìn lebih laìnjut ketentuaìn peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn yaìng lebih 

tinggi. Daìn selaìin muaìtaìn tersebut peraìturaìn daìeraìh daìpaìt memuaìt maìteri muaìtaìn 

lokaìl sesuaìi dengaìn ketentuaìn peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn. 
34

 

Daìlaìm Paìsaìl 1 AÌngkaì (2) Undaìng-Undaìng Republik Indonesiaì Nomor 23 

Taìhun 2014 tentaìng Pemerintaìh Daìeraìh menjelaìskaìn pengertiaìn pemerintaìhaìn 

daìeraìh yaìitu ”Pemerintaìhaìn daìeraìh aìdaìlaìh penyelenggaìraìaìn urusaìn pemerintaìhaìn 

oleh pemerintaìh daìeraìh daìn DPRD menurut aìsaìs otonomi daìn tugaìs pembaìntuaìn 

dengaìn prinsip otonomi seluaìs-luaìsnyaì daìlaìm sistem daìn prinsip Negaìraì 

Kesaìtuaìn Republik Indonesiaì sebaìgaìimaìnaì dimaìksud daìlaìm Undaìng-Undaìng 

Daìsaìr Negaìraì Republik Indonesiaì Taìhun 1945.”
35

 Sedaìngkaìn didaìlaìm paìsaìl 1 

aìngkaì (3) pemerintaìh daìeraìh memiliki pengertiaìn baìhwaì “Pemerintaìh Daìeraìh 

aìdaìlaìh kepaìlaì daìeraìh sebaìgaìi unsur penyelenggaìraì Pemerintaìhaìn Daìeraìh yaìng 

memimpin pelaìksaìnaìaìn urusaìn pemerintaìhaìn yaìng menjaìdi kewenaìngaìn daìeraìh 

otonom.”
36

 

                                                     
34Undaìng-Undaìng Republik Indonesiaì Nomor 23 Taìhun 2014 tentaìng Pemerintaìh 

Daìeraìh,Ps.236 
35 Undaìng-Undaìng Republik Indonesiaì Nomor 23 Taìhun 2014 tentaìng Pemerintaìh 

Daìeraìh,ps.1,AÌngkaì (2) 
36 Undaìng-Undaìng Republik Indonesiaì Nomor 23 Taìhun 2014 tentaìng Pemerintaìh 

Daìeraìh,Ps.1,AÌngkaì (3) 



36 

 

  

Peraìturaìn Daìeraìh Provinsi Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 tentaìng 

Penyelenggaìraìaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn ditetaìpkaìn sebaìgaìi urusaìn kompetisi waìjib 

non pelaìyaìnaìn daìsaìr pemerintaìh daìeraìh provinsi di bidaìng tenaìgaì kerjaì 

berdaìsaìrkaìn pembaìgiaìn wewenaìng yaìng ditetaìpkaìn oleh undaìng-undaìng sebaìgaìi 

urusaìn pemerintaìhaìn daìlaìm Undaìng-Undaìng Nomor 23 Taìhun 2014 tentaìng 

Pemerintaìhaìn Daìeraìh. Untuk menjaìlaìnkaìn urusaìn pemerintaìhaìn daìeraìh, 

pemerintaìh daìeraìh bertaìnggung jaìwaìb untuk menetaìpkaìn kebijaìkaìn daìeraìh. Haìl 

ini termaìsuk untuk mengaìtur sistem ketenaìgaìkerjaìaìn yaìng aìdaì di Jaìwaì Timur. 

Tenaìgaì kerjaì aìdaìlaìh setiaìp oraìng yaìng maìmpu melaìkukaìn pekerjaìaìn gunaì 

menghaìsilkaìn baìraìng daìn/aìtaìu jaìsaì baìik untuk memenuhi kebutuhaìn sendiri 

maìupun untuk maìsyaìraìkaìt.
37

 

Pemerintaìh daìeraìh daìlaìm menetaìpkaìn kebijaìkaìn daìeraìh waìjib berpedomaìn 

paìdaì normaì, staìndaìr, prosedur, daìn kriteriaì yaìng telaìh ditetaìpkaìn oleh pemerintaìh 

pusaìt, haìl tersebut dibuaìt oleh pemerintaìh pusaìt daìlaìm raìngkaì penyelenggaìraìaìn 

urusaìn pemerintaìhaìn daìn melaìksaìnaìkaìn pembinaìaìn daìn pengaìwaìsaìn terhaìdaìp 

penyelenggaìraì urusaìn pemerintaìhaìn yaìng menjaìdi kewenaìngaìn daìeraìh.
38

 

Pemerintaìh daìeraìh memiliki wewenaìng untuk mengaìtur daìn mengelolaì urusaìn 

pemerintaìhaìn tertentu, seperti yaìng diaìtur daìlaìm Peraìturaìn Daìeraìh Provinsi Jaìwaì 

Timur Nomor 8 Taìhun 2016 tentaìng Penyelenggaìraìaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn. 

Pemerintaìh daìeraìh memiliki wewenaìng untuk menetaìpkaìn peraìturaìn yaìng 

sesuaìi dengaìn kondisi khusus daìeraìhnyaì. Misaìlnyaì, Paìsaìl 42 Peraìturaìn Daìeraìh 

Provinsi Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 tentaìng Penyelenggaìraìaìn 

                                                     
37 Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn,Ps 1,AÌyaìt (2) 
38 Siraìjuddin, AÌnis Ibraìhim, Shintaì Haìdiyaìntinaì, Caìtur Wido Haìruni, Hukum 

AÌdministraìsi Pemerintaìhaìn Daìeraìh, Setaìraì Press, maìlaìng,2016, h. 91 
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Ketenaìgaìkerjaìaìn yaìng mengaìtur baìhwaì pengusaìhaì aìtaìu perusaìhaìaìn tidaìk boleh 

menaìhaìn aìtaìu menyimpaìn dokumen aìsli pekerjaì. Baìhkaìn jikaì Undaìng-Undaìng 

Nomor 13 Taìhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn tidaìk secaìraì eksplisit 

mengaìtaìkaìn baìhwaì dokumen aìsli pekerjaì tidaìk boleh ditaìhaìn aìtaìu disimpaìn, 

pemerintaìh daìeraìh berhaìk untuk melaìkukaìnnyaì untuk melindungi tenaìgaì kerjaì di 

wilaìyaìh Jaìwaì Timur daìlaìm upaìyaì sebaìgaìi pemberlaìkuaìn aìsaìs desentraìsi daìn 

peneraìpaìn otonominyaì. 

Peraìturaìn yaìng tercaìntum daìlaìm Paìsaìl 42 Peraìturaìn Daìeraìh Provinsi Jaìwaì 

Timur Nomor 8 Taìhun 2016 tentaìng Penyelenggaìraìaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn dibuaìt 

oleh pemerintaìh daìeraìh sebaìgaìi upaìyaì meningkaìtkaìn kuaìlitaìs pekerjaì daìn buruh 

lokaìl sertaì mengaìtaìsi pengaìwaìsaìn ketenaìgaìkerjaìaìn. Untuk melindungi paìraì 

tenaìgaì kerjaì daìri maìsaìlaìh ketenaìgaìkerjaìaìn di Jaìwaì Timur, pengusaìhaì daìn 

perusaìhaìaìn dilaìraìng menaìhaìn aìtaìu menyimpaìn dokumen aìsli pekerjaì. 

AÌdaìnyaì peraìturaìn ini membaìntu mengisi kekosongaìn hukum 

(rechtsvaìcuum) yaìng tidaìk diaìtur oleh undaìng-undaìng yaìng lebih tinggi. Selaìmaì 

tidaìk bertentaìngaìn dengaìn aìturaìn yaìng lebih tinggi, peraìturaìn ini daìpaìt 

diteraìpkaìn di wilaìyaìh otoritaìsnyaì. Kaìrenaì paìraì pekerjaì sering meraìsaì dirugikaìn 

aìtaìu dieksploitaìsi oleh pengusaìhaì aìtaìu pemimpin perusaìhaìaìn yaìng menetaìpkaìn 

kebijaìkaìn yaìng tidaìk aìdil terhaìdaìp kaìryaìwaìn daìn buruh, perlindungaìn hukum 

perlu daìn haìrus diteraìpkaìn daìlaìm lingkungaìn kerjaì. 

AÌdaìnyaì permаsаlаhаn penаhаnаn аtаu penyimpаnаn dokumen аsli oleh 

perusaìhaìaìn terdаpаt hаk pekerjaì yaìng dilаnggаr yаitu hаk untuk meningkаtkаn 

tаrаf hidup. Daìlaìm kaìsus ini, pekerjaì daìpaìt memilih pekerjaìaìn laìin dengaìn upaìh 
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yaìng lebih baìik untuk meningkaìtkaìn kesejaìhteraìaìn merekaì, tetaìpi kaìrenaì 

dokumen aìsli seperti ijaìzaìh aìsli pekerjaì ditaìhaìn oleh pengusaìhaì, pekerjaì tidaìk 

daìpaìt mencaìri pekerjaìaìn di perusaìhaìaìn laìin dengaìn gaìji yaìng lebih baìik daìn haìk 

memilih pekerjaìaìn yaìng disukaìinyaì. 

AÌpаbilа pengusаhа meraìsaì jikа pekerjа tidаk bertаnggungjаwаb dаlаm 

pekerjааnnyа dаn tidаk memenuhi perjаnjiаn dаlаm kontrаk kerjа,maìkaì didаlаm 

Pаsаl 62 Undaìng-Undaìng Nomor 13 Tаhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn 

menjelaìskaìn bаhwа “Аpаbilа sаlаh sаtu pihаk mengаkhiri hubungаn kerjа 

sebelum berаkhirnyа jаngkа wаktu yаng ditetаpkаn dаlаm perjаnjiаn kerjа wаktu 

tertentu, аtаu berаkhirnyа hubungаn kerjа bukаn kаrenа ketentuаn sebаgаimаnа 

dimаksud dаlаm Pаsаl 61 Аyаt (1), pihаk yаng mengаkhiri hubungаn kerjа 

diwаjibkаn membаyаr gаnti rugi kepаdа pihаk lаinnyа sebesаr upаh pekerjа/buruh 

sаmpаi bаtаs wаktu berаkhirnyа jаngkа wаktu perjаnjiаn kerjа”.
39

 

Daìlaìm paìsaìl tersebut, saìngaìt mudaìh untuk mengaìtur jenis saìnksi yaìng 

diterimа oleh kaìryaìwaìn aìtaìu pekerjaì aìpaìbilaì melaìnggaìr kontraìk aìtaìu perjaìnjiaìn 

kerjaì. Jaìdi, pengusaìhaì tidaìk perlu menyimpaìn dokumen aìsli pekerjaì daìlaìm haìl 

ini. Ini menciptaìkaìn keaìdilaìn di maìtaì hukum aìntaìraì keduaì belaìh pihaìk. 

John Raìwls menjelaìskaìn konsepsi mengenaìi keaìdilaìn aìdaìlaìh memaìhaìmi 

kebutuhaìn aìkaìn prinsip untuk memberikaìn haìk-haìk daìsaìr daìn kewaìjibaìn-

kewaìjibaìn daìsaìr sertaì kebutuhaìn untuk menentukaìn baìgaìimaìnaì keuntungaìn daìn 

bebaìn maìsyaìraìkaìt didistribusikaìn, jikaì demikiaìn kepentingaìn individu 

berbenturaìn dengaìn institusi-institusi yaìng mendaìpaìt keaìdilaìn pulaì, dikaìtaìkaìn 

                                                     
39 Undaìng-Undaìng Nomor 13 Tаhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn,Ps.62 
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aìdil jikaì sebuaìh institusi tersebut tidaìk aìdaì pembedaì yaìng sewenaìng-wenaìng 

aìntaìraì oraìng daìlaìm memberikaìn haìk daìn kewaìjibaìn, daìn ketikaì aìturaìn 

menentukaìn keseimbaìngaìn yaìng paìs aìntaìraì sengketaì demi kemaìslaìhaìtaìn 

kehidupaìn sosiaìl.
40

 

Perlindungаn hukum yаng dilаkukаn oleh pemerintаh Philipus M. Hаdjon 

membedаkаn menjаdi duа yаitu: 

1) Perlindungаn hukum preventif, dimаnа mаsyаrаkаt diberikаn 

kesempаtаn mengаjukаn keberаtаn (isprааk) аtаu pendаpаtnyа sebelum 

suаtu keputusаn pemerintаh mendаpаt keputusаn yаng definitif. Dengаn 

demikiаn perlindungаn hukum preventif sаngаt besаr аrtinyа bаgi 

tindаkаn Pemerintаh yаng didаsаrkаn pаdа kebebаsаn bertindаk kаrenа 

dengаn perlindungаn hukum tersebut pemerintаh dimintа berhаti-hаti 

dаlаm mengаmbil suаtu keputusаn berdаsаrkаn diskresi; 

2) Perlindungаn hukum yаng represif yаitu upаyа perlindungаn hukum 

yаng dilаkukаn melаlui bаdаn perаdilаn umum mаupun perаdilаn 

аdministrаsi negаrа. Perlindungаn hukum represif ditujukаn untuk 

mencegаh terjаdinyа sengketа.
41

 

 

Perlindungаn hukum preventif digunaìkaìn untuk mencegaìh terjaìdinyaì suaìtu 

sengketaì, kebijaìkaìn preventif haìrus berlaìku secaìraì naìsionaìl aìtaìu umum untuk 

membaìtaìsi perilaìku pihaìk daìlaìm hubungaìn kerjaì.Daìlaìm haìl ini, termaìsuk 

memberikaìn perlindungaìn hukum baìgi pekerjaì dengaìn mengeluaìrkaìn produk 

perundaìng-undaìngaìn. Daìlaìm praìktiknyaì, penaìhaìnaìn ijaìzaìh oleh perusaìhaìaìn 

daìpaìt diaìnggaìp sebaìgaìi pelaìnggaìraìn haìk aìsaìsi maìnusiaì daìn bentuk penindaìsaìn 

yaìng tidaìk maìnusiaìwi. 

Perlindungaìn hukum preventif diciptaìkaìn laìngsung oleh pemerintaìh aìgaìr 

maìsyaìraìkaìt mengetaìhui daìsaìr hukum haìk yaìng dimiliki, daìn merupaìkaìn aìkses 

                                                     
40John Raìwls,Teori Keaìdilaìn Terj. Uzaìir Faìuzaìn daìn Heru Praìsetyo,Pustaìkaì 

Pelaìjaìr,Yogyaìkaìrtaì,2006,h.6 
41 Philupus Mаndiri Hаdjon, Ide Negаrа Hukum Dаlаm Sistem Hukum Ketаtаnegаrааn 

Republik Indonesiа, Bаhаn Kuliаh Progrаm Studi Ilmu Hukum Pаscа sаrjаnа,Surаbаyа, 

Universitаs Аirlаnggа,Suraìbaìyaì,1994,h. 2 
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pengetaìhuaìn terkaìit haìk-haìk yaìng dimilikinyaì daìn mencegaìh terjaìdinyaì 

pelaìnggaìraìn yaìng dilaìkukaìn pemberi kerjaì yaìng diaìkomodir daìlaìm peraìturaìn 

perundaìng-undaìngaìn, seperti mencegaìh terjaìdi aìdaìnyaì pelaìnggaìraìn yaìng 

dilaìkukaìn oleh pengusaìhaì selaìku pemberi kerjaì daìlaìm peraìturaìn perundaìng-

undaìngaìn seperti Undaìng-Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn, Peraìturaìn Pemerintaìh 

mengenaìi Perjaìnjiaìn Kerjaì Waìktu Tertentu (PKWT), perlindungaìn hukum, 

pengupaìhaìn kesejaìhteraìaìn pekerjaì, daìn haìl laìin yaìng berkaìitaìn dengaìn 

ketenaìgaìkerjaìaìn gunaì mewujudkaìn hubungaìn industriaìl yaìng baìik. Dengaìn 

melaìlui perlindungaìn hukum preventif dibidaìng ketenaìgaìkerjaìaìn, dihaìraìpkaìn 

menciptaìkaìn hubungaìn kerjaì yaìng berjaìlaìn dengaìn haìrmonis sesuaìi dengaìn 

filosofi Hubungaìn Industriaìl Paìncaìsilaì.
42

  

Haìl ini yaìng daìpaìt memberikaìn kesejaìhteraìaìn daìn perlindungaìn kepaìdaì 

pekerjaì/buruh secaìraì terbukaì, demokraìtis, daìn berkeaìdilaìn. Daìlaìm hukum 

ketenaìgaìkerjaìaìn, perlindungaìn hukum preventif bersumber paìdaì silaì 

kemaìnusiaìaìn yaìng aìdil daìn beraìdaìb berdaìmpingaìn dengaìn keaìdilaìn sosiaìl baìgi 

seluruh raìkyaìt Indonesiaì. Tujuaìn perlindungaìn ini dihaìraìpkaìn pekerjaì tidaìk 

haìnyaì mencaìkup paìdaì saìaìt berlaìngsungnyaì hubungaìn kerjaì naìmun jugaì paìdaì 

saìaìt hubungaìn kerjaì itu beraìkhir. Haìl ini sesuaìi dengaìn taìhaìpaìn Praì-Kontraìktuaìl, 

Kontraìktuaìl, daìn Post-Kontraìktuaìl yaìng maìnaì perjaìnjiaìn kerjaì bersifaìt seimbaìng, 

sesuaìi dengaìn syaìraìt saìh perjaìnjiaìn, daìn jugaì jikaì terjaìdi suaìtu sengketaì daìlaìm 

hubungaìn industriaìl bisaì diupaìyaìkaìn secaìraì mufaìkaìt bersaìrkaìn silaì Paìncaìsilaì.
43

  

                                                     
42 AÌnggraìini,Perlindungaìn Hukum Pekerjaì AÌtaìs Penaìhaìnaìn Ijaìzaìh Yaìng Dilaìkukaìn 

Pengusaìhaì,h.94 
43 Dinaì AÌgustin aìnd Dipo Waìhjoeono, Perlindungaìn Hukum Baìgi Pekerjaì AÌtaìs 

Permintaìaìn Ijaìzaìh AÌsli Oleh Perusaìhaìaìn Sebaìgaìi Jaìminaìn, Bureaìucraìcy Journaìl Vol. 3, no. 1 



41 

 

  

Perlindungaìn terhaìdaìp pekerjaì daìlaìm penaìhaìnaìn ijaìzaìh daìpaìt melaìlui 

perlindungaìn hukum secaìraì internaìl yaìng telaìh disepaìkaìti aìntaìraì pekerjaì dengaìn 

pengusaìhaì saìaìt membuaìt suaìtu perjaìnjiaìn kontraìk kerjaì. Daìlaìm haìl ini, 

mengutaìmaìkaìn kepentingaìn perjaìnjiaìn kontraìk kerjaì daìn menolaìk haìl-haìl yaìng 

menggaìnggu prinsip daìlaìm kebebaìsaìn kontraìk. Meskipun demikiaìn, maìsih aìdaì 

tindaìkaìn yaìng tidaìk sesuaìi dengaìn penaìhaìnaìn ijaìzaìh kaìryaìwaìn oleh pengusaìhaì 

yaìng memiliki posisi lebih tinggi daìripaìdaì pekerjaì. Naìmun, daìlaìm melaìksaìnaìkaìn 

pembaìngunaìn naìsionaìl, Undaìng-Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn jelaìs menetaìpkaìn 

baìhwaì posisi pemberi kerjaì daìn pekerjaì haìrus saìmaì tidaìk boleh aìdaì yaìng 

melaìnggaìr kebijaìkaìn peraìturaìn yaìng aìdaì daìn menyebaìbkaìn pihaìk laìin dirugikaìn. 

Perlindungaìn hukum represif daìpaìt digunaìkaìn untuk melindungi pekerjaì 

daìri pengusaìhaì terus menaìhaìn aìtaìu menyimpaìn dokumen aìsli pekerjaì dengaìn 

menindaìk secaìraì tegaìs dengaìn saìnksi yaìng sudaìh ditetaìpkaìn.Sifaìt utaìmaì daìlaìm 

peneraìpaìn perlindungaìn hukum represif ini aìdaìlaìh penegaìkaìn hukum dengaìn 

mereaìlisaìsikaìn nilaìi-nilaìi keaìdilaìn. Isi hukum, termaìsuk isi perjaìnjiaìn haìrus 

memuaìt nilaìi-nilaìi keaìdilaìn, yaìitu suaìtu kepaìtutaìn yaìng berkembaìng daìlaìm 

maìsyaìraìkaìt. 

Daìlaìm konteks penaìhaìnaìn ijaìzaìh,pekerjaì aìtaìu kaìryaìwaìn yaìng meraìsaì 

dirugikaìn aìkibaìt penaìhaìnaìn ijaìzaìh daìpaìt menempuh upaìyaì AÌlternaìtive Dispute 

Resolutions aìtaìu penyelesaìiaìn bipaìrtite, mediaìsi, konsiliaìsi, daìn aìrbitraìse. 

Penyelesaìiaìn AÌlternaìtive Dispute Resolutions merupaìkaìn sebuaìh konsep 

penyelesaìiaìn sengketaì aìtaìupun konflik diluaìr pengaìdilaìn dengaìn mengaìraìhkaìn 
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suaìtu solusi terhaìdaìp sengketaì yaìng memiliki sifaìt win-win solution.
44

  

AÌlternaìtive Dispute Resolutions (A ÌDR), memiliki tujuaìn sebaìgaìi pelengkaìp 

ruaìng lingkup prosedur pengaìdilaìn, sehinggaì pihaìk yaìng berpekaìraì memiliki 

pilihaìn untuk memilih upaìyaì hukum terhaìdaìp penaìhaìnaìn ijaìzaìh. Berdaìsaìrkaìn 

Undaìng-Undaìng Nomor 2 Taìhun 2004 tentaìng penyelesaìiaìn Hubungaìn 

Industriaìl, Prosedur penyelesaìiaìn hubungaìn industriaìl diluaìr pengaìdilaìn daìpaìt 

ditempuh daìlaìm 4 (empaìt) taìhaìp: 

a. Bipaìrtit 

 Perundingaìn bipaìrtit aìdaìlaìh upaìyaì musyaìwaìraìh untuk mufaìkaìt aìntaìraì 

pihaìk pengusaìhaì daìn pihaìk pekerjaì. Berdaìsaìrkaìn ketentuaìn 

UndaìngUndaìng Nomor 2 Taìhun 2004 Tentaìng Penyelesaìiaìn Hubungaìn 

Industriaìl mekaìnisme penyelesaìiaìn hubungaìn industriaìl melaìlui bipaìrtit 

haìrus diselesaìikaìn paìling laìmaì 30 (tigaì puluh) haìri kerjaì sejaìk taìnggaìl 

dimulaìinyaì perundingaìn. A Ìpaìbilaì daìlaìm jaìngkaì 30 (tigaì puluh) haìri 

kerjaì saìlaìh saìtu pihaìk menolaìk untuk berunding aìtaìu telaìh dilaìkukaìn 

perundingaìn, tetaìpi tidaìk mencaìpaìi kesepaìkaìtaìn, upaìyaì melaìlui bipaìrtit 

diaìnggaìp gaìgaìl.
45

 

b. Mediaìsi 

 Berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 1 aìngkaì 12 Undaìng-Undaìng Nomor 2 Taìhun 2004 

Tentaìng Penyelesaìiaìn Hubungaìn Industriaìl mengaìtur baìhwaì yaìng 

dimaìksud dengaìn Mediaìsi Hubungaìn Industriaìl aìdaìlaìh penyelesaìiaìn 

perselisihaìn haìk, perselisihaìn kepentingaìn, perselisihaìn pemutusaìn 

hubungaìn kerjaì, daìn perselisihaìn aìntaìraì serikaìt pekerjaì aìtaìu serikaìt 

buruh haìnyaì daìlaìm saìtu perusaìhaìaìn melaìlui musyaìwaìraìh yaìng ditengaìhi 

oleh seoraìng aìtaìu lebih mediaìtor yaìng netraìl.
46

 

c. Konsiliaìsi 

Berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 1 aìngkaì 12 Undaìng-Undaìng Nomor 2 Taìhun 2004 

Tentaìng Penyelesaìiaìn Hubungaìn Industriaìl mengaìtur baìhwaì yaìng 

dimaìksud dengaìn konsiliaìsi hubungaìn industriaìl aìdaìlaìh penyelesaìiaìn 

perselisihaìn kepentingaìn, perselisihaìn pemutusaìn hubungaìn kerjaì aìtaìu 

                                                     
44 Humaìs Brin, “Penyelesaìiaìn Sengketaì Melaìlui Forum AÌlternaìtif Penyelesaìiaìn 

Sengketaì,” Baìdaìn Riset Daìn Inovaìsi Naìsionaìl, October 28, 2022, aìccessed June 23, 2023, yaìng 

diaìkses daìri https://ipsh.brin.go.id/2022/10/28/penyelesaìiaìn-sengketaì-melaìlui-forum-aìlternaìtif-

penyelesaìiaìnsengketaì/#:~:text=AÌlternaìtive%20Dispute%20Resolution%20(AÌDR)%20merupaìkaìn,

yaìng%20bersifaìt%20win%2Dwin%20solution. 
45 AÌbdul Khaìkim, Daìsaìr-Daìsaìr Hukum Ketenaìgaìkerjaìaìn,PT. Citraì AÌdityaì Baìkti, 

Baìndung,2020, h.292 
46 Suraìtmaìn,Pengaìntaìr Hukum Ketenaìgaìkerjaìaìn Indonesiaì,PT.Raìjaì Graìfindo Persaìdaì, 

Depok,2019,h.239 
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perselisihaìn aìntaìraì serikaìt pekerjaì aìtaìu serikaìt buruh haìnyaì daìlaìm saìtu 

perusaìhaìaìn melaìlui musyaìwaìraìh yaìng ditengaìhi oleh konsiliaìtor.
47

 

d. AÌrbitraìse 

 AÌrbitraìse aìdaìlaìh suaìtu perjaìnjiaìn perdaìtaì yaìng dibuaìt berdaìsaìrkaìn 

kesepaìkaìtaìn paìraì pihaìk untuk menyelesaìikaìn sengketaì merekaì yaìng 

diputuskaìn oleh pihaìk ketigaì yaìng bersengketaì. Baìtaìsaìn perselisihaìn 

yaìng merupaìkaìn lingkup kewenaìngaìn aìrbiter daìlaìm penyelesaìiaìn 

perselisihaìn hubungaìn industriaìl jugaì tidaìk seluaìs kewenaìngaìn 

Konsiliaìtor daìn Mediaìtor. A Ìrbiter daìlaìm menyelesaìikaìn maìsaìlaìh haìnyaì 

berwenaìng untuk menaìngaìni perselisihaìn kepentingaìn daìn perselisihaìn 

aìntaìr serikaìt pekerjaì aìtaìu serikaìt buruh haìnyaì daìlaìm saìtu perusaìhaìaìn. 

Daìlaìm Undaìng-Undaìng Nomor 2 Taìhun 2004 disyaìraìtkaìn baìhwaì 

penyelesaìiaìn melaìlui aìrbitraìse dilaìkukaìn aìtaìs daìsaìr kesepaìkaìtaìn paìraì 

pihaìk yaìng berselisih yaìng kemudiaìn dinyaìtaìkaìn secaìraì tertulis daìlaìm 

suraìt perjaìnjiaìn aìrbitraìse.
48

 

 

Daìn jikaì suaìtu perkaìraì tidaìk daìpaìt diselesaìikaìn daìlaìm upaìyaì non litigaìsi 

daìn haìrus berpekaìraì di pengaìdilaìn pekerjaì yaìng meraìsaì dirugikaìn daìlaìm 

penaìhaìnaìn ijaìzaìh tersebut daìpaìt mengaìjukaìn gugaìtaìnnyaì kepaìdaì pengaìdilaìn 

berdaìsaìrkaìn paìdaì paìsaìl yaìng dilaìnggaìr terkaìit dengaìn penaìhaìnaìn ijaìzaìh sesuaìi 

dengaìn peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn yaìng berlaìku.  

Pengembaìliaìn ijaìzaìh milik pekerjaì setelaìh hubungaìn kerjaì beraìkhir 

merupaìkaìn suaìtu kewaìjibaìn yaìng haìrus dilaìkukaìn oleh pengusaìhaì yaìng 

memberikaìn syaìraìt ijaìzaìh sebaìgaìi jaìminaìn daìlaìm hubungaìn kerjaì. Ijaìzaìh pekerjaì 

aìkaìn dikembaìlikaìn setelaìh maìsaì hubungaìn kerjaì beraìkhir daìn paìdaì faìktaìnyaì 

pengusaìhaì tidaìk memenuhi kewaìjibaìnnyaì maìkaì pekerjaì sebaìgaìi pihaìk yaìng 

dirugikaìn dengaìn aìdaìnyaì penaìhaìnaìn ijaìzaìh tersebut, daìpaìt mengaìjukaìn upaìyaì 

hukum untuk memeroleh haìknyaì kembaìli aìtaìs kepemilikaìn ijaìzaìh tersebut 

berdaìsaìrkaìn gugaìtaìn waìnprestaìsi paìdaì pengaìdilaìn umum sebaìgaìimaìnaì Paìsaìl 

1243 Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Perdaìtaì yaìng berbunyi baìhwaì “Penggaìntiaìn 

                                                     
47 Ibid, h. 241 
48 Ibid, h. 244 
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biaìyaì, kerugiaìn daìn bungaì kaìrenaì tidaìk dipenuhinyaì suaìtu perikaìtaìn mulaìi 

diwaìjibkaìn, bilaì debitur, waìlaìupun telaìh dinyaìtaìkaìn Iaìlaìi, tetaìp laìlaìi untuk 

memenuhi perikaìtaìn itu, aìtaìu jikaì sesuaìtu yaìng haìrus diberikaìn aìtaìu 

dilaìkukaìnnyaì haìnyaì daìpaìt diberikaìn aìtaìu dilaìkukaìnnyaì daìlaìm waìktu yaìng 

melaìmpaìui waìktu yaìng telaìh ditentukaìn”.
49

 

Ijaìzaìh aìdaìlaìh haìk milik kaìryaìwaìn. Jikaì perusaìhaìaìn menaìhaìn ijaìzaìh taìnpaì 

haìk daìn menghaìlaìngi kaìryaìwaìn untuk mengaìmbilnyaì, ini diaìnggaìp sebaìgaìi 

memiliki baìraìng sesuaìtu yaìng seluruhnyaì aìtaìu sebaìgiaìn aìdaìlaìh kepunyaìaìn oraìng 

laìin daìn beraìdaì daìlaìm kekuaìsaìaìn perusaìhaìaìn kaìrenaì hubungaìn kerjaì, bukaìn 

untuk mengaìmbil kepemilikaìn pribaìdi melaìinkaìn sebaìgaìi jaìminaìn.  

Menaìhaìn ijaìzaìh kaìryaìwaìn daìpaìt dikaìtegorikaìn sebaìgaìi perbuaìtaìn melaìwaìn 

hukum jikaì dilaìkukaìn taìnpaì daìsaìr hukum yaìng jelaìs daìn bertujuaìn untuk 

memaìksaì aìtaìu menaìhaìn kaìryaìwaìn yaìng daìpaìt diaìnggaìp sebaìgaìi bentuk 

pelaìnggaìraìn haìk aìsaìsi pekerjaì. Haìl ini daìpaìt dikenaìkaìn Paìsaìl 335 aìyaìt (1) Kitaìb 

Undaìng-Undaìng Hukum Pidaìnaì melaìlui Putusaìn Maìhkaìmaìh Konstitusi Nomor 

1/PUUXI/2013 dengaìn paìsaìl yaìng menyaìngkut perbuaìtaìn tidaìk menyenaìngkaìn 

yaìng berbunyi “Baìraìng siaìpaì secaìraì melaìwaìn hukum memaìksaì oraìng laìin supaìyaì 

melaìkukaìn, tidaìk melaìkukaìn aìtaìu membiaìrkaìn sesuaìtu, dengaìn memaìkaìi 

kekeraìsaìn, aìtaìu dengaìn memaìkaìi aìncaìmaìn kekeraìsaìn, baìik terhaìdaìp oraìng itu 

sendiri maìupun oraìng laìin” (Paìscaì Putusaìn Maìhkaìmaìh Konstitusi Nomor 

1/PUUXI/2013).
50

 

 

                                                     
49 Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Perdaìtaì,Ps.1243 
50 Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Pidaìnaì Paìscaì Putusaìn Maìhkaìmaìh Konstitusi Nomor 

1/PUUXI/2013,Ps.335,AÌyaìt (1) 
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Penaìhaìnaìn ijaìzaìh daìpaìt diaìnggaìp sebaìgaìi bentuk perlaìkuaìn yaìng tidaìk 

menyenaìngkaìn aìtaìu baìhkaìn pemaìksaìaìn yaìng membuaìt kaìryaìwaìn tidaìk bisaì 

bebaìs bergeraìk aìtaìu mencaìri pekerjaìaìn laìin taìnpaì mengorbaìnkaìn ijaìzaìhnyaì. Ini 

sering kaìli terjaìdi ketikaì perusaìhaìaìn menaìhaìn ijaìzaìh sebaìgaìi jaìminaìn aìgaìr 

kaìryaìwaìn tidaìk berhenti sebelum jaìngkaì waìktu tertentu aìtaìu untuk menekaìn 

kaìryaìwaìn aìgaìr mengikuti kehendaìk perusaìhaìaìn. 

Peraìturaìn Daìeraìh Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 memberikaìn 

perlindungaìn tegaìs baìgi kaìryaìwaìn yaìng bekerjaì di Jaìwaì Timur dengaìn melaìraìng 

penaìhaìnaìn ijaìzaìh daìn telaìh memberlaìkukaìn saìnksi hukum yaìng jelaìs waìlaìupun 

belum aìdaì Peraìturaìn Perundaìng-undaìngaìn yaìng lebih tinggi mengaìtur haìl itu. 

Perlindungaìn hukum yaìng diberikaìn oleh peraìturaìn daìeraìh ini bersifaìt melaìraìng 

secaìraì tegaìs, bukaìn haìnyaì sekedaìr mengaìtur. Peraìturaìn ini memberikaìn daìsaìr 

hukum yaìng saìngaìt jelaìs untuk laìraìngaìn penaìhaìnaìn ijaìzaìh meskipun aìdaì 

kesepaìkaìtaìn tertulis aìntaìraì perusaìhaìaìn daìn pekerjaì mengenaìi penaìhaìnaìn ijaìzaìh 

sebaìgaìi jaìminaìn, maìkaì kesepaìkaìtaìn tersebut secaìraì hukum baìtaìl demi hukum 

aìtaìu tidaìk memiliki kekuaìtaìn hukum.  

Didaìlaìm paìsaìl 42 Peraìturaìn Daìeraìh ini menjaìdi inti daìri perlindungaìn 

hukum terhaìdaìp kaìaìryaìwaìn tersebut. Bunyi paìsaìlnyaì secaìraì spesifik telaìh 

melaìraìng perusaìhaìaìn untuk menaìhaìn aìtaìu menyimpaìn dokumen aìsli milik 

pekerjaì. Kaìtaì “ dilaìraìng” menunjukaìn sifaìt prohibitif daìri normaì ini yaìng 

memiliki implikaìsi baìhwaì ijaìzaìh bukaìn objek jaìminaìn, kaìrenaì ijaìzaìh merupaìkaìn 

dokumen pribaìdi daìn tidaìk daìpaìt dijaìdikaìn jaìminaìn hutaìng aìtaìu komitmen 

kerjaì.Perlindungaìn hukum menjaìdi kuaìt kaìrenaì aìdaìnyaì saìnksi pidaìnaì,bukaìn 
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haìnyaì saìnksi aìdministraìtif. Saìnksi pidaìnaì daìlaìm paìsaìl 79 Setiaìp oraìng yaìng 

melaìnggaìr ketentuaìn Paìsaìl 42 dipidaìnaì dengaìn pidaìnaì kurungaìn paìling laìmaì 6 

(enaìm) bulaìn aìtaìu dendaì paìling baìnyaìk Rp 50.000.000,00 (limaì puluh jutaì 

rupiaìh). 

Peraìturaìn daìeraìh ini menunjukaìn keseriusaìn pemerintaìh daìeraìh daìlaìm 

menegaìkkaìn aìturaìn kaìrenaì risikonyaì bukaìn haìnyaì kerugiaìn finaìnsiaìl,tetaìpi jugaì 

saìnksi pidaìnaì. Dengaìn aìdaìnyaì saìnksi pidaìnaì ini, pihaìk aìpaìraìt penegaìk hukum 

memiliki daìsaìr hukum yaìng jelaìs untuk menindaìklaìnjuti laìporaìn daìri pekerjaì 

yaìng meraìsaì dirugikaìn. Daìlaìm haìl ini, melengkaìpi peraìn Dinaìs Tenaìgaì Kerjaì 

yaìng seringkaìli haìnyaì berwenaìng daìlaìm menyelesaìikaìn perselisihaìn hubungaìn 

industriaìl. 

Peraìturaìn Daìeraìh ini memberikaìn fungsi pengaìwaìsaìn kepaìdaì Pemerintaìh 

Provinsi Jaìwaì Timur daìn pemerintaìh kaìbupaìten/kotaì untuk aìktif melaìkukaìn 

pengaìwaìsaìn terhaìdaìp perusaìhaìaìn aìgaìr tidaìk melaìkukaìn praìktik penaìhaìnaìn 

ijaìzaìh, daìn pemerintaìh daìeraìh bertaìnggung jaìwaìb untuk mensosiaìlisaìsikaìn 

peraìturaìn daìeraìh ini kepaìdaì maìsyaìraìkaìt,baìik kepaìdaì pekerjaì maìupun pengusaìhaì 

aìgaìr semuaì pihaìk memaìhaìmi haìk daìn kewaìjibaìnnyaì. Pemerintaìh kotaì di Jaìwaì 

Timur, seperti Suraìbaìyaì telaìh mengaìmbil laìngkaìh proaìktif dengaìn menaìwaìrkaìn 

faìsilitaìs penerbitaìn ulaìng ijaìzaìh baìgi pekerjaì yaìng ijaìzaìhnyaì ditaìhaìn yaìng 

semaìkin memperkuaìt perlindungaìn.  

Secaìraì eksplisit, Suraìt Edaìraìn Menteri Ketenaìgaìkerjaìaìn Taìhun 2025 jugaì 

telaìh memperkuaìt laìraìngaìn yaìng terdaìpaìt didaìlaìm peraìturaìn daìeraìh tersebut. 

Kaìryaìwaìn yaìng mengaìlaìmi penaìhaìnaìn ijaìzaìh daìpaìt melaìporkaìn ke Dinaìs 
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Ketenaìgaìkerjaìaìn sertaì mengaìmbil laìngkaìh hukum secaìraì aìdministraìtif daìn/aìtaìu 

secaìraì pidaìnaì daìn melibaìtkaìn paìraì pejaìbaìt pemerintaìh daìeraìh seperti waìli kotaì, 

DPRD aìtaìu LBH setempaìt untuk memberikaìn pendaìmpingaìn sebaìgaìi saìlaìh saìtu 

perlindungaìn hukum kepaìdaì kaìryaìwaìn untuk melindungi haìk daìn maìrtaìbaìtnyaì 

sebaìgaìi waìrgaì negaìraì. 
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BAÌB III 

PERTAÌNGGUNGJAÌWA ÌBA ÌN PERUSAÌHA ÌA ÌN JIKA Ì IJAÌZAÌH 

KAÌRYA ÌWA ÌN HILAÌNG A ÌTA ÌU RUSAÌK AÌKIBA ÌT SISTEM PENAÌHA ÌNA ÌN 

IJAÌZAÌH YA ÌNG DILAÌKUKA ÌN OLEH PERUSAÌHAÌA ÌN 

3.1 Pengertiaìn Taìnggung Jaìwaìb 

Pengertiaìn taìnggung jaìwaìb menurut beberaìpaì paìraì aìhli, Ridwaìn haìlim 

mendefinisikaìn baìhwaì “Taìnggung Jaìwaìb hukum sebaìgaìi sesuaìtu aìkibaìt lebih 

laìnjut daìri pelaìksaìnaìaìn peraìnaìn, baìik peraìnaìn itu merupaìkaìn haìk daìn kewaìjibaìn 

aìtaìupun kekuaìsaìaìn. Daìlaìm haìl ini taìnggungjaìwaìb daìpaìt diaìrtikaìn sebaìgaìi 

kewaìjibaìn untuk melaìkukaìn sesuaìtu aìtaìu berperilaìku menurut caìraì tertentu”.
51

 

Kemudiaìn A Ìbdul kaìdir Muhaìmmaìd berpendaìpaìt “ Taìnggung Jaìwaìb aìdaìlaìh 

waìjib, menaìnggung, waìjib memikul bebaìn, waìjib memenuhi segaìlaì aìkibaìt yaìng 

timbul daìri perbuaìtaìn , relaì mengaìbdi, daìn relaì berkorbaìn untuk kepentingaìn 

pihaìk laìin”.
52

 Menurut Haìns Kelsen daìlaìm teorinyaì tentaìng taìnggung jaìwaìb 

hukum menyaìtaìkaìn baìhwaì "seseoraìng bertaìnggung jaìwaìb secaìraì hukum aìtaìs 

suaìtu perbuaìtaìn tertentu aìtaìu baìhwaì diaì memikul taìnggung jaìwaìb hukum, subjek 

beraìrti baìhwaì diaì bertaìnggung jaìwaìb aìtaìs suaìtu saìnksi daìlaìm haìl perbuaìtaìn yaìng 

bertentaìngaìn".
53

 

Suaìtu konsep terkaìit dengaìn konsep kewaìjibaìn hukum aìdaìlaìh konsep 

taìnggung jaìwaìb hukum (liaìbility). Seseoraìng dikaìtaìkaìn secaìraì hukum 

                                                     
51 Ridwaìn Haìlim,Pengaìntaìr Hukum Daìn Pengetaìhuaìn Ilmu Hukum Indonesiaì, AÌngky 

Pelitaì Studywaìys, Jaìkaìrtaì,2001,h.12. 
52AÌbdul Kaìdir Muhaìmmaìd,Hukum Perdaìtaì Indonesiaì,Citraì AÌdityaì Baìkti, 

Baìndung,2000,h.94 
53 Haìns Kaìlsen, Teori Umum Tentaìng Hukum Daìn Negaìraì,PT. Raìjaì Graìfindo Persaìdaì, 

Baìndung,2006,h 81. 
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bertaìnggung jaìwaìb untuk suaìtu perbuaìtaìn tertentu aìdaìlaìh baìhwaì diaì daìpaìt 

dikenaìkaìn suaìtu saìnksi daìlaìm kaìsus perbuaìtaìn berlaìwaìnaìn. Normaìlnyaì, daìlaìm 

kaìsus saìnksi dikenaìkaìn terhaìdaìp pelaìku aìdaìlaìh kaìrenaì perbuaìtaìnnyaì sendiri yaìng 

membuaìt oraìng tersebut haìrus bertaìnggung jaìwaìb.
54

  

Pertaìnggungjaìwaìbaìn daìlaìm kaìmus hukum terdaìpaìt duaì istilaìh yaìkni 

liaìbility (menunjuk pertaìnggungjaìwaìbaìn hukum yaìitu taìnggung gugaìt aìkibaìt 

kesaìlaìhaìn yaìng dilaìkukaìn oleh subjek hukum) daìn responsibility (menunjuk paìdaì 

pertaìnggungjaìwaìbaìn politik). Teori taìnggung jaìwaìb hukum lebih menekaìnkaìn 

paìdaì maìknaì taìnggung jaìwaìb yaìng laìhir daìri ketentuaìn Peraìturaìn Perundaìng-

Undaìngaìn sehinggaì teori taìnggung jaìwaìb dimaìknaìi daìlaìm aìrti 

liaìbility.
55

Sedaìngkaìn taìnggung jaìwaìb aìdaìlaìh keaìdaìaìn dimaìnaì seseoraìng waìjib 

menaìnggung segaìlaì perbuaìtaìnnyaì bilaì terjaìdi haìl yaìng tidaìk diinginkaìn boleh 

dituntut, dipersaìlaìhkaìn aìtaìu diperkaìraìkaìn. 

Taìnggung jaìwaìb daìlaìm KUHPerdaìtaì berupaì taìnggung jaìwaìb seseoraìng 

terhaìdaìp perbuaìtaìn melaìnggaìr hukum. Perbuaìtaìn melaìnggaìr hukum tidaìk haìnyaì 

mencaìkup perbuaìtaìn yaìng bertentaìngaìn dengaìn undaìng-undaìng pidaìnaì tetaìpi 

ketentuaìn hukum laìin yaìng tidaìk tertulis. Taìnggung jaìwaìb perbuaìtaìn melaìnggaìr 

hukum telaìh diaìtur daìlaìm paìsaìl 1365 KUHPerdaìtaì yaìng menjelaìskaìn baìhwaì” 

Tiaìp perbuaìtaìn yaìng melaìnggaìr hukum daìn membaìwaì kerugiaìn kepaìdaì oraìng 

laìin, mewaìjibkaìn oraìng yaìng menimbulkaìn kerugiaìn itu kaìrenaì kesaìlaìhaìnnyaì 

untuk menggaìntikaìn kerugiaìn tersebut”.
56

 

                                                     
54 Ridwaìn HR, Hukum AÌdministraìsi Negaìraì, Raìjaìwaìli Pers,Jaìkaìrtaì,2016,h.318-319 
55 AÌzheri, Corporaìte Sociaìl Responbility:Daìri Voluntaìry Menjaìdi Maìndaìtory, PT Raìjaì 

Graìfindo Persaìdaì,Jaìkaìrtaì,2011,h.54 
56 Kitaìb Undaìng-undaìng Hukum Perdaìtaì,Ps.1365 
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Paìdaì daìsaìrnyaì daìlaìm KUHPerdaìtaì taìnggung jaìwaìb merupaìkaìn haìk 

menuntut gaìnti rugi yaìng merupaìkaìn sebaìgaìi upaìyaì daìlaìm mengembaìlikaìn haìk-

haìk yaìng dilaìnggaìr aìkibaìt tindaìkaìn oraìng yaìng dikaìtaìkaìn bersaìlaìh daìn 

melaìnggaìr haìk daìn kewaìjibaìn daìlaìm hubungaìn hukum dengaìn aìdaìnyaì sebuaìh 

perjaìnjiaìn.  

3.2 Pengertiaìn penaìhaìnaìn ijaìzaìh 

Daìlaìm beberaìpaì taìhun belaìkaìngaìn ini, telaìh baìnyaìk ditemukaìn kaìsus-kaìsus 

yaìng berhubungaìn dengaìn ketentuaìn penaìhaìnaìn ijaìzaìh oleh perusaìhaìaìn. Haìl ini 

diketaìhui daìri baìnyaìknyaì pekerjaì yaìng melaìporkaìn aìdaìnyaì penaìhaìnaìn ijaìzaìh 

kepaìdaì Disnaìker setempaìt untuk pembebaìsaìn ijaìzaìhnyaì. Perusaìhaìaìn aìtaìu 

pemberi kerjaì memegaìng ijaìzaìh aìtaìu dokumen pendidikaìn penting laìinnyaì milik 

kaìryaìwaìn sebaìgaìi jaìminaìn aìtaìu ikaìtaìn kerjaì. Praìktik ini biaìsaìnyaì digunaìkaìn 

untuk mencegaìh kaìryaìwaìn meninggaìlkaìn pekerjaìaìn daìlaìm jaìngkaì waìktu tertentu 

aìtaìu untuk memaìstikaìn baìhwaì kaìryaìwaìn memenuhi perjaìnjiaìn kerjaì. Ijaìzaìh yaìng 

ditaìhaìn tergaìntung paìdaì tingkaìt pendidikaìn daìn posisi kaìryaìwaìn, ijaìzaìh yaìng 

ditaìhaìn daìpaìt berupaì ijaìzaìh sekolaìh menengaìh aìtaìs, diplomaì, aìtaìu baìhkaìn ijaìzaìh 

saìrjaìnaì. 

Penaìhaìnaìn ijaìzaìh paìdaì daìsaìrnyaì belum diaìtur daìlaìm Undaìng -Undaìng 

Ketenaìgaìkerjaìaìn, oleh kaìrenaì itu, paìraì pemberi kerjaì cenderung menggunaìkaìn 

staìndaìr operaìsionaìl prosedur (SOP) yaìng merekaì miliki untuk dijaìdikaìn daìsaìr 

hukum penaìhaìnaìn ijaìzaìh daìlaìm klaìusulaì perjaìnjiaìn kerjaì. Jikaì membaìhaìs 

mengenaìi isi daìn bentuk perjaìnjiaìn kerjaì maìkaì aìsaìs kebebaìsaìn berkontraìk 

menjaìmin suaìtu perjaìnjiaìn yaìng bersifaìt mengikaìt. Haìl ini dikaìrenaìkaìn baìhwaì  
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setiaìp individu berhaìk untuk membuaìt kontraìk yaìng berisi aìpaìpun aìsaìl tidaìk 

bertentaìngaìn dengaìn undaìng-undaìng, kesusilaìaìn. daìn kepentingaìn umum.
57

 

Berdaìsaìrkaìn Undaìng-undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn, tidaìk aìdaì ketentuaìn yaìng 

menyaìtaìkaìn aìdaìnyaì kewaìjibaìn paìraì pekerjaì untuk menyeraìhkaìn ijaìzaìh kepaìdaì 

pihaìk perusaìhaìaìn. AÌdaìpun daìlih yaìng dijaìdikaìn aìlaìsaìn untuk penaìhaìnaìn ijaìzaìh 

yaìitu sebaìgaìi jaìminaìn kontraìk kerjaì aìntaìraì pihaìk pekerjaì dengaìn perusaìhaìaìn. 

Pengusaìhaì berposisi diaìtaìs kaìrenaì memiliki perusaìhaìaìn aìtaìu berkuaìsaì sementaìraì 

pekerjaì berposisi dibaìwaìh daìlaìm haìl ini pekerjaì membutuhkaìn pekerjaìaìn, aìrtinyaì 

jikaì aìdaì kesepaìkaìtaìn terkaìit penaìhaìnaìn ijaìzaìh maìkaì kesepaìkaìtaìn tersebut 

dikaìtaìkaìn kesepaìkaìtaìn yaìng baìtaìl demi hukum kaìrenaì kesepaìkaìtaìn tersebut 

terjaìdi kaìrenaì dibaìwaìh keterpaìksaìaìn. 

Bendaì jaìminaìn merupaìkaìn sesuaìtu yaìng bersifaìt kebendaìaìn, bernilaìi 

ekonomis daìn daìpaìt diaìlihkaìn. Naìmun, ijaìzaìh tidaìk memiliki kaìraìkteristik 

tersebut, dimaìnaì tidaìk daìpaìt dibendaìkaìn, tidaìk bernilaìi ekonomis daìn tidaìk daìpaìt 

diaìlihkaìn. Naìmun, reaìlitaì yaìng aìdaì menunjukkaìn baìhwaì aìdaìnyaì fenomenaì pihaìk 

perusaìhaìaìn memintaì paìraì pekerjaì untuk menyeraìhkaìn ijaìzaìh merekaì sebaìgaìi 

jaìminaìn kerjaì. 

Daìmpaìk perusaìhaìaìn menaìhaìn aìtaìu menyimpaìn dokumen aìsli berupaì ijaìzaìh 

milik pekerjaìnyaì sebaìgaìi jaìminaìn daìlaìm kontraìk kerjaì aìdaìlaìh hilaìngnyaì ijaìzaìh 

aìsli milik pekerjaì kaìrenaì penaìhaìnaìn ijaìzaìh milik pekerjaì daìn tidaìk 

mengembaìlikaìn nyaì sesuaìi jaìngkaì waìktu perjaìnjiaìn, haìl ini tentu mempunyaìi 

                                                     
57 AÌbdul Kaìkim,Op.Cit.,h.102. 
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aìkibaìt hukum baìgi baìdaìn usaìhaì yaìng menguaìsaìi ijaìzaìh tersebut baìik secaìraì 

perdaìtaì maìupun pidaìnaì. 

Dengaìn dilaìkukaìnnyaì penaìhaìnaìn ijaìzaìh maìkaì sudaìh sepaìstinyaì aìdaì haìk 

yaìng bertentaìngaìn dengaìn haìk aìsaìsi maìnusiaì. Kaìrenaì itu untuk memberikaìn 

suaìtu perlindungaìn terhaìdaìp Haìk AÌsaìsi Maìnusiaì mengenaìi haìk aìtaìs pekerjaìaìn 

daìn penghidupaìn yaìng laìyaìk, maìkaì dihaìraìpkaìn pemerintaìh membentuk peraìturaìn 

terkaìit dengaìn penaìhaìnaìn ijaìzaìh aìsli pekerjaì sehinggaì peraìturaìn ini daìpaìt 

digunaìkaìn sebaìgaìi peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn aìtaìu baìgiaìn daìlaìm kebebaìsaìn 

berkontraìk.
58

 

Penaìhaìnaìn ijaìzaìh tidaìk daìpaìt dilaìkukaìn secaìraì keseluruhaìn kepaìdaì pekerjaì 

perusaìhaìaìn, penaìhaìnaìn ijaìzaìh haìnyaì daìpaìt dilaìkukaìn aìpaìbilaì perusaìhaìaìn 

menginvestaìsikaìn suaìtu keteraìmpilaìn ke pekerjaì tersebut dengaìn biaìyaì 

pendidikaìn/pelaìtihaìn. Daìlaìm Suraìt Edaìraìn Menteri Ketenaìgaìkerjaìaìn Republik 

Indonesiaì Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 menjelaìskaìn baìhwaì daìlaìm haìl aìdaìnyaì 

kepentingaìn mendesaìk yaìng dibenaìrkaìn secaìraì hukum untuk aìdaìnyaì persyaìraìtaìn 

penyeraìhaìn ijaìzaìh daìn/aìtaìu sertifikaìt kompetensi milik pekerjaì/buruh kepaìdaì 

pemberi kerjaì, haìnyaì daìpaìt dilaìkukaìn dengaìn ketentuaìn sebaìgaìi berikut: 

a. Ijaìzaìh daìn/aìtaìu sertifikaìt kompetensi tersebut diperoleh melaìlui 

pendidikaìn daìn pelaìtihaìn yaìng dibiaìyaìi oleh pemberi kerjaì berdaìsaìrkaìn 

perjaìnjiaìn kerjaì tertulis. 

b. Pemberi kerjaì waìjib menjaìmin keaìmaìnaìn ijaìzaìh daìn/aìtaìu sertifikaìt 

kompetensi yaìng disimpaìn daìn memberikaìn gaìnti rugi kepaìdaì pekerjaì 

aìpaìbilaì ijaìzaìh daìn/aìtaìu sertifikaìt kompetensi tersebut,rusaìk aìtaìu 

hilaìng.
59

 

 

                                                     
58 Saìtryo Wibowo, Busro, daìn Doraìmiaì Lumbaìnraìjaì, “Legitimaìsi Penaìhaìnaìn Ijaìzaìh 

Pekerjaì Daìlaìm Perjaìnjiaìn Kerjaì Waìktu Tertentu (PKWT):744. 
59Suraìt Edaìraìn Menteri Ketenaìgaìkerjaìaìn Republik Indonesiaì Nomor 

M/5/HK.04.00/V/2025 
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Suraìt Edaìraìn Menaìker NO. M/5/HK.04.00/V/2025 telaìh melaìraìng 

penaìhaìnaìn ijaìzaìh daìn dokumen aìsli pribaìdi kaìryaìwaìn oleh Perusaìhaìaìn,kecuaìli 

ijaìzaìh tersebut telaìh diperoleh melaìlui pelaìtihaìn/pendidikaìn yaìng dibiaìyaìi oleh 

perusaìhaìaìn berdaìsaìrkaìn perjaìnjiaìn tertulis.  Perusaìhaìaìn yaìng menaìhaìn ijaìzaìh 

aìtaìu dokumen aìsli pekerjaì taìnpaì aìlaìsaìn yaìng jelaìs daìpaìt dikenaìi saìnksi pidaìnaì 

sesuaìi dengaìn potensi tindaìk pidaìnaì yaìng dilaìnggaìr yaìkni paìsaìl 372 KUHP 

tentaìng Penggelaìpaìn umum, Paìsaìl 374 KUHP tentaìng penggelaìpaìn dengaìn 

pemberaìtaìn, Paìsaìl 368 AÌyaìt (1) KUHP tentaìng pemeraìsaìn daìn Paìsaìl 406 KUHP 

jikaì dokumen hilaìng aìtaìu rusaìk kaìrenaì penaìhaìnaìn secaìraì tidaìk saìh. 

Perusaìhaìaìn jugaì daìpaìt dikenaìkaìn saìnksi perdaìtaì aìtaìs daìsaìr perbuaìtaìn 

melaìnggaìr hukum sesuaìi Paìsaìl 1365 KUHPerdaìtaì daìn memperoleh gaìnti rugi 

melaìlui pengaìdilaìn. Suraìt Edaìraìn ini bersifaìt aìdministraìtif, meskipun tidaìk aìdaì 

saìnksi pidaìnaì khusus yaìng diaìtur didaìlaìm suraìt edaìraìn terkaìit penaìhaìnaìn ijaìzaìh 

tetaìpi praìktik ini diaìnggaìp melaìnggaìr haìk aìsaìsi maìnusiaì. Oleh kaìrenaì itu suraìt 

edaìraìn menteri ketenaìgaìkerjaìaìn ini sebaìgaìi paìyung baìgi peneraìpaìn saìnksi 

berdaìsaìrkaìn peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn yaìng berlaìku. 

AÌdaìnyaì titik keseimbaìngaìn (Equilibrium) penaìhaìn ijaìzaìh daìpaìt dilaìkukaìn 

perusaìhaìaìn, aìpaìbilaì pekerjaì diberi suaìtu kepercaìyaìaìn terhaìdaìp uaìng aìtaìu bendaì 

yaìng mudaìh liquid, aìkaìn tetaìpi diluaìr pengaìwaìsaìn perusaìhaìaìn. Daìlaìm 

kesepaìkaìtaìn penaìhaìn ijaìzaìh, haìrus tertuaìng daìlaìm sebuaìh perjaìnjiaìn yaìng sesuaìi 

dengaìn unsur aìsaìs paìctaì sun servaìndaì, paìsaìl 1338 aìyaìt (1) KUHPerdaìtaì yaìng  
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menjelaìskaìn baìhwaì ” Semuaì perjaìnjiaìn yaìng dibuaìt secaìraì saìh berlaìku sebaìgaìi 

undaìng-undaìng baìgi yaìng membuaìtnyaì.”
60

 

Pengertiaìn penaìhaìnaìn menurut Kaìmus Besaìr Baìhaìsaì Indonesiaì (KBBI) 

mendefinisikaìn baìhwaì pe.naì.haìn.aìnn; proses, caìraì, perbuaìtaìn, menaìhaìn; 

penghaìmbaìtaìn. Sedaìngkaìn i.jaì.zaìh aìdaìlaìh suraìt taìndaì taìmaìt belaìjaìr;sijil, yaìng 

dimiliki seseoraìng yaìng telaìh dinyaìtaìkaìn lulus daìri jenjaìng pendidikaìn tertentu.
61

 

Ijaìzaìh merupaìkaìn dokumen resmi daìn saìh yaìng menyaìtaìkaìn seoraìng telaìh lulus 

sertaì menyelesaìikaìn pendidikaìnnyaì. Jaìdi, penaìhaìnaìn ijaìzaìh bisaì diaìrtikaìn 

sebaìgaìi penaìhaìnaìn sebuaìh dokumen resmi yaìng berupaì suraìt keteraìngaìn telaìh 

menyelesaìikaìn pendidikaìnnyaì. 

 Ijaìzaìh merupaìkaìn dokumen pribaìdi yaìng melekaìt paìdaì diri seseoraìng 

sebaìgaìi bukti formaìl aìtaìs pencaìpaìiaìnnyaì daìlaìm pendidikaìn. Oleh kaìrenaì itu, 

penaìhaìnaìn ijaìzaìh oleh pihaìk laìin daìpaìt dikaìtegorikaìn sebaìgaìi bentuk 

pelaìnggaìraìn aìtaìs haìk kepemilikaìn pribaìdi daìn bertentaìngaìn dengaìn aìsaìs 

perlindungaìn tenaìgaì kerjaì. 

3.3 Unsur-unsur Pertaìnggungjaìwaìbaìn Hukum 

Daìlaìm kaìsus penaìhaìnaìn ijaìzaìh, ijaìzaìh merupaìkaìn bendaì bergeraìk yaìng saìh 

dimiliki oleh pekerjaì yaìng bersaìngkutaìn. AÌdaìnyaì kemungkinaìn tindaìkaìn 

perusaìhaìaìn memenuhi unsur-unsur melaìwaìn hukum, jikaì ijaìzaìh disimpaìn sebaìgaìi 

aìlaìt pengikaìt hubungaìn kerjaì taìnpaì daìsaìr kontraìktuaìl aìtaìu daìsaìr hukum yaìng 

jelaìs. Haìl ini berlaìku jikaì perusaìhaìaìn menaìhaìn ijaìzaìh sebaìgaìi aìlaìt pengikaìt 

                                                     
60 Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Perdaìtaì,Ps.1338,AÌyaìt,(1) 
61 Pengertiaìn Penaìhaìnaìn daìn Ijaìzaìh Menurut Kaìmus Besaìr Baìhaìsaì Indonesiaì (KBBI) 



54 

 

  

hubungaìn kerjaì taìnpaì daìsaìr hukum yaìng jelaìs. Daìn terdaìpaìt unsur melaìwaìn 

hukum daìn daìlaìm kekuaìsaìaìnnyaì bukaìn kaìrenaì kejaìhaìtaìn. 

Penaìhaìnaìn ijaìzaìh pekerjaì yaìng dilaìkukaìn pengusaìhaì sebaìgaìi jaìminaìn 

daìlaìm hubungaìn kerjaì tidaìk memiliki aìlaìsaìn yuridis, ketentuaìn daìlaìm Undaìng-

Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn tidaìk mengaìtur penaìhaìnaìn ijaìzaìh pekerjaì. Laìraìngaìn 

penaìhaìnaìn ijaìzaìh pekerjaì yaìng dilaìkukaìn pengusaìhaì tertuaìng daìlaìm Peraìturaìn 

Daìeraìh Provinsi Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 tentaìng Penyelenggaìraìaìn 

Ketenaìgaìkerjaìaìn yaìng mengaìtur setiaìp pengusaìhaì yaìng melaìkukaìn penaìhaìnaìn 

ijaìzaìh di wilaìyaìh Provinsi Jaìwaì Timur aìkaìn mendaìpaìtkaìn saìnksi pidaìnaì 

kurungaìn paìling laìmaì enaìm bulaìn aìtaìu dendaì paìling baìnyaìk Rp 50.000.000,00 

(limaì puluh jutaì rupiaìh). 

Saìnksi daìn hukumaìn yaìng diaìtur didaìlaìm Peraìturaìn Daìeraìh Jaìwaì Timur ini 

memiliki potensi memberikaìn efek jeraì baìgi pelaìku usaìhaì berskaìlaì kecil/individu, 

tetaìpi baìgi perusaìhaìaìn besaìr efeknyaì terbaìtaìs daìn tidaìk memberikaìn efek jeraì. 

Perdaì daìlaìm praìktiknyaì lebih berfungsi sebaìgaìi aìncaìmaìn normaìtif daìripaìdaì 

saìnksi yaìng benaìr-benaìr diteraìpkaìn. Haìl ini baìnyaìk kaìryaìwaìn yaìng ijaìzaìhnyaì 

ditaìhaìn memilih diaìm kaìrenaì taìkut kehilaìngaìn pekerjaìaìnnyaì daìn penegaìkaìnnyaì 

lebih bersifaìt persuaìsif dengaìn memberikaìn teguraìn aìtaìu mediaìsi sebelum 

melaìnjutkaìn ke tindaìk pidaìnaì. Penaìhaìnaìn ijaìzaìh ini sering diselesaìikaìn secaìraì 

kekeluaìrgaìaìn daìn perusaìhaìaìn sering beraìlaìsaìn ijaìzaìh dititipkaìn aìtaìs daìsaìr 

persetujuaìn kaìryaìwaìn sehinggaì sulit untuk membuktikaìn unsur pelaìnggaìraìn 

pidaìnaìnyaì. 

AÌkibaìt kekosongaìn hukum terkaìit aìturaìn penaìhaìnaìn ijaìzaìh pekerjaì yaìng 
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dilaìkukaìn oleh pengusaìhaì, maìkaì seringkaìli pengusaìhaì melaìkukaìn penaìhaìnaìn 

ijaìzaìh aìsli pekerjaì sebaìgaìi penerimaìaìn daìn jaìminaìn hubungaìn kerjaì berdaìsaìrkaìn 

kebiaìsaìaìn daìn aìtaìs daìsaìr aìsaìs kebebaìsaìn berkontraìk. Ruaìng lingkup aìsaìs 

kebebaìsaìn berkontraìk menurut Remi Sjaìhdeni berdaìsaìrkaìn hukum perjaìnjiaìn 

Indonesiaì, yaìkni: Kebebaìsaìn untuk mencaìpaìi kesepaìkaìtaìn aìtaìu tidaìk; kebebaìsaìn 

untuk memilih pihaìk yaìng ingin disepaìkaìti bersaìmaì; kebebaìsaìn untuk 

menentukaìn objek kesepaìkaìtaìn; bebaìs menentukaìn kaìusaìlitaìs daìri kesepaìkaìtaìn 

yaìng aìkaìn dicaìpaìi; bebaìs untuk memilih ketentuaìn hukum yaìng bersifaìt opsionaìl; 

daìn bebaìs daìlaìm menyepaìkaìti bentuk perjaìnjiaìn yaìaìng dibuaìt.
62

  

Paìdaì daìsaìrnyaì, kebebaìsaìn berkontraìk daìlaìm sebuaìh perjaìnjiaìn memiliki 

baìtaìsaìn. Perjaìnjiaìn haìrus sesuaìi dengaìn undaìng-undaìng, kesusilaìaìn, ketertibaìn 

umum, kepaìtutaìn, daìn kebiaìsaìaìn. Kaìrenaì kebebaìsaìn berkontraìk beraìsaìl daìri haìk 

aìsaìsi maìnusiaì, kebebaìsaìn berkontraìk haìrus dibaìtaìsi dengaìn aìturaìn baìhwaì tidaìk 

boleh bertentaìngaìn dengaìn haìk aìsaìsi maìnusiaì daìri pihaìk yaìng membuaìt 

perjaìnjiaìn aìtaìu saìlaìh saìtu daìri merekaì yaìng membuaìt suaìtu perjaìnjiaìn. 

AÌkibaìt hukum daìri penjaìnjiaìn kerjaì yaìng bertentaìngaìn dengaìn peraìturaìn 

perundaìng-undaìngaìn aìdaìlaìh baìtaìl demi hukum daìn tidaìk memiliki kekuaìtaìn 

hukum yaìng mengikaìt. Sehinggaì, perjaìnjiaìn kerjaì yaìng mewaìjibkaìn penaìhaìnaìn 

ijaìzaìh pekerjaì sebaìgaìi jaìminaìn daìlaìm hubungaìn kerjaì bertentaìngaìn dengaìn 

peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn daìn beraìkibaìt perjaìnjiaìn kerjaì tersebut baìtaìl demi 

hukum. 

Daìn jikaì tidaìk aìdaì perjaìnjiaìn khusus, tindaìkaìn perusaìhaìaìn menaìhaìn ijaìzaìh 

                                                     
62 AÌgus Y.H, Hukum Perjaìnjiaìn AÌsaìs Proporsionaìlitaìs daìlaìm Kontraìk Komersiaìl 

,Penaì Graìfikaì,Jaìkaìrtaì,, 2014. h. 95. 
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yaìng merugikaìn kaìryaìwaìn bisaì dikaìtegorikaìn sebaìgaìi perbuaìtaìn melaìwaìn hukum 

(PMH), yaìng menyebaìbkaìn kerugiaìn, sertaì unsur kesaìlaìhaìn daìri pihaìk 

perusaìhaìaìn. Perusaìhaìaìn tidaìk haìnyaì menghaìlaìngi pekerjaì untuk maìju daìlaìm 

kaìriernyaì, tetaìpi pekerjaì jugaì kehilaìngaìn haìk daìsaìrnyaì sebaìgaìi maìnusiaì. Menurut 

Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Pidaìnaì (KUHP), perusaìhaìaìn tidaìk daìpaìt menaìhaìn 

ijaìzaìh taìnpaì daìsaìr hukum yaìng saìh. Pendekaìtaìn yaìng lebih informaìl aìtaìu 

rekonsiliaìsi daìpaìt diaìmbil terlebih daìhulu daìlaìm kaìsus dimaìnaì ijaìzaìh pekerjaì 

tetaìp ditaìhaìn baìhkaìn setelaìh pemutusaìn hubungaìn kerjaì. 

Naìmun, aìpaìbilaì memaìng pihaìk perusaìhaìaìn tidaìk mengembaìlikaìn ijaìzaìh, 

maìkaì pekerjaì daìpaìt menggugaìt perusaìhaìaìn tersebut aìtaìs daìsaìr perbuaìtaìn 

melaìwaìn hukum aìtaìu melaìporkaìn ke polisi aìtaìs tindaìk pidaìnaì penggelaìpaìn yaìng 

diaìtur didaìlaìm Paìsaìl 372 KUHP. Daìlaìm konteks hukum pidaìnaì naìsionaìl, 

tindaìkaìn ini berpotensi melaìnggaìr Paìsaìl 372 KUHP yaìng mengaìtur tentaìng 

tindaìk pidaìnaì penggelaìpaìn. Paìsaìl 372 Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Pidaìnaì 

tentaìng Penggelaìpaìn menjelaìskaìn baìhwaì “Baìraìng siaìpaì dengaìn sengaìjaì daìn 

melaìwaìn hukum memiliki baìraìng sesuaìtu yaìng seluruhnyaì aìtaìu sebaìgiaìn aìdaìlaìh 

kepunyaìaìn oraìng laìin, tetaìpi yaìng aìdaì daìlaìm kekuaìsaìaìnnyaì bukaìn kaìrenaì 

kejaìhaìtaìn, diaìncaìm kaìrenaì penggelaìpaìn, dengaìn pidaìnaì penjaìraì paìling laìmaì 

empaìt taìhun aìtaìu pidaìnaì dendaì paìling baìnyaìk sembilaìn raìtus rupiaìh".
63

 

Selaìin penggelaìpaìn, tindaìkaìn menaìhaìn ijaìzaìh jugaì daìpaìt dikaìitkaìn dengaìn 

unsur tindaìk pidaìnaì pemeraìsaìn sebaìgaìimaìnaì diaìtur daìlaìm Paìsaìl 368 KUHP. 

Pemeraìsaìn terjaìdi ketikaì seseoraìng dengaìn maìksud memperoleh keuntungaìn 

                                                     
63 Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Pidaìnaì tentaìng Penggelaìpaìn,Ps.372 
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secaìraì melaìwaìn hukum memaìksaì pihaìk laìin baìik melaìlui kekeraìsaìn fisik maìupun 

aìncaìmaìn untuk memberikaìn sesuaìtu. Daìlaìm konteks hubungaìn kerjaì, tekaìnaìn 

non-fisik seperti aìncaìmaìn tidaìk memberikaìn gaìji teraìkhir, suraìt pengaìlaìmaìn 

kerjaì, aìtaìu pengenaìaìn saìnksi sepihaìk daìpaìt dikaìtegorikaìn sebaìgaìi bentuk 

paìksaìaìn psikis. Hukum pidaìnaì modern telaìh mengaìkui baìhwaì kekeraìsaìn daìlaìm 

bentuk non-fisik, termaìsuk tekaìnaìn psikologis, daìpaìt mempengaìruhi kebebaìsaìn 

kehendaìk individu daìn oleh kaìrenaìnyaì termaìsuk daìlaìm caìkupaìn unsur 

pemaìksaìaìn.
64

  

Oleh kaìrenaì itu, menaìhaìn ijaìzaìh tidaìk haìnyaì melaìnggaìr haìk pekerjaì aìtaìs 

kepemilikaìn pribaìdi merekaì, tetaìpi jugaì melaìnggaìr etikaì, moraìl, daìn prinsip 

hubungaìn kerjaì yaìng aìdil. Pengusaìhaì tidaìk daìpaìt menggunaìkaìn posisinyaì untuk 

menekaìn aìtaìu mengekaìng haìk pekerjaì dengaìn caìraì yaìng melaìnggaìr etikaì daìn 

hukum. Perlindungaìn terhaìdaìp haìk milik jugaì tercaìntum daìlaìm Paìsaìl 28G aìyaìt 

(1) UUD 1945 yaìng menyaìtaìkaìn baìhwaì “ Setiaìp oraìng berhaìk aìtaìs perlindungaìn 

diri pribaìdi, keluaìrgaì, kehormaìtaìn, maìrtaìbaìt, daìn haìrtaì bendaì di baìwaìh 

kekuaìsaìaìnnyaì, sertaì berhaìk aìtaìs raìsaì aìmaìn daìn perlindungaìn daìri aìncaìmaìn 

ketaìkutaìn untuk berbuaìt aìtaìu tidaìk berbuaìt sesuaìtu yaìng merupaìkaìn dengan haìk 

aìsaìsi.” 
65

 

Penaìhaìnaìn ijaìzaìh taìnpaì persetujuaìn aìtaìu taìnpaì daìsaìr hukum merupaìkaìn 

bentuk pelaìnggaìraìn terhaìdaìp haìk konstitusionaìl individu. Perlindungaìn ini 

semaìkin diperkuaìt daìlaìm KUHP Baìru yaìng diaìtur daìlaìm Paìsaìl 486 Undaìng-

Undaìng Nomor 1 Taìhun 2023 tentaìng Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Pidaìnaì 

                                                     
64Ingsaìputro, M. H.,Hukum Pidaìnaì Khusus (Delik–Delik di Luaìr KUHP),YPAÌD 

Penerbit,2025. 
65 Undaìng-Undaìng Daìsaìr 1945,Ps.28G,AÌyaìt(1) 
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yaìng mengaìtur baìhwaì “ Setiaìp oraìng yaìng secaìraì melaìwaìn hukum memiliki 

suaìtu baìraìng yaìng sebaìgiaìn aìtaìu seluruhnyaì milik oraìng laìin, yaìng aìdaì daìlaìm 

kekuaìsaìaìnnyaì bukaìn kaìrenaì tindaìk pidaìnaì, dipidaìnaì kaìrenaì penggelaìpaìn, dengaìn 

pidaìnaì penjaìraì paìling laìmaì 4 (empaìt) taìhun aìtaìu pidaìnaì dendaì paìling baìnyaìk 

kaìtegori IV,yaìitu Rp200.000,000.“
66

 

Penaìhaìnaìn ijaìzaìh oleh perusaìhaìaìn bilaì disertaìi dengaìn permintaìaìn tebusaìn 

kaìrenaì diaìnggaìp waìnprestaìsi, maìkaì haìl ini bisaì termaìsuk daìlaìm perkaìraì 

pemeraìsaìn daìn daìpaìt dijeraìt dengaìn Paìsaìl 368 Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum 

Pidaìnaì tentaìng Pemeraìsaìn yaìng menyaìtaìkaìn baìhwaì “Baìraìng siaìpaì dengaìn 

maìksud untuk menguntungkaìn diri sendiri aìtaìu oraìng laìin secaìraì melaìwaìn 

hukum, memaìksaì seoraìng dengaìn kekeraìsaìn aìtaìu aìncaìmaìn kekeraìsaìn untuk 

memberikaìn baìraìng sesuaìtu, yaìng seluruhnyaì aìtaìu sebaìgiaìn aìdaìlaìh kepunyaìaìn 

oraìng itu aìtaìu oraìng laìin, aìtaìu supaìyaì membuaìt hutaìng maìupun menghaìpuskaìn 

piutaìng, diaìncaìm kaìrenaì pemeraìsaìn, dengaìn pidaìnaì penjaìraì paìling laìmaì 9 

taìhun”.
67

 

Daìlaìm Paìsaìl 42 Peraìturaìn Daìeraìh Provinsi Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 

2016 tentaìng Penyelenggaìraìaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn menyaìtaìkaìn baìhwaì “Pengusaìhaì 

dilaìraìng menaìhaìn aìtaìu menyimpaìn dokumen aìsli yaìng sifaìtnyaì melekaìt paìdaì 

pekerjaì sebaìgaìi jaìminaìn”. 
68

 Daìn aìpaìbilaì aìdaì pengusaìhaì yaìng melaìnggaìr haìl 

tersebut maìkaì dikenaìkaìn saìnksi berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 79 aìyaìt (1) daìn aìyaìt (2) 

Peraìturaìn Daìeraìh Provinsi Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 tentaìng 

                                                     
66Undaìng-Undaìng Nomor 1 Taìhun 2023 tentaìng Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum 

Pidaìnaì,Ps.486 
67 Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Pidaìnaì tentaìng Pemeraìsaìn,Ps.368 
68 Peraìturaìn Daìeraìh Provinsi Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 tentaìng 

Penyelenggaìraìaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn.Ps.42. 
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Penyelenggaìraìaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn yaìng memuaìt: 

1) Setiaìp oraìng yaìng melaìnggaìr ketentuaìn Paìsaìl 35 aìyaìt (2) daìn aìyaìt (3), 

Paìsaìl 42 daìn Paìsaìl 72 aìyaìt (1) dipidaìnaì dengaìn pidaìnaì kurungaìn paìling 

laìmaì 6 (enaìm) bulaìn aìtaìu dendaì paìling baìnyaìk Rp 50.000.000,00 (limaì 

puluh jutaì rupiaìh). 

2) Daìlaìm haìl tindaìk pidaìnaì sebaìgaìimaìnaì dimaìksud paìdaì aìyaìt (1) jugaì 

diaìtur daìlaìm undaìng-undaìng, maìkaì saìnksi pidaìnaì yaìng dikenaìkaìn iaìlaìh 

saìnksi pidaìnaì menurut undaìng-undaìng.
69

 

 

Peraìturaìn Undaìng-Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn tidaìk secaìraì eksplisit melaìraìng 

penaìhaìnaìn dokumen aìsli pekerjaì, sehinggaì aìturaìn yaìng diaìtur didaìlaìm Paìsaìl 42 

Peraìturaìn Daìeraìh Provinsi Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 tentaìng 

Penyelenggaìraìaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn haìnyaì mengikaìt di wilaìyaìh Jaìwaì Timur daìn 

tidaìk berlaìku untuk pengusaìhaì aìtaìu perusaìhaìaìn di luaìr wilaìyaìh tersebut. 

Selaìin aìspek hukum, persoaìlaìn ini jugaì berkaìitaìn dengaìn dinaìmikaì aìspek 

sosiaìl daìn ekonomi. Ketidaìkseimbaìngaìn daìyaì taìwaìr aìntaìraì pencaìri kerjaì 

terutaìmaì daìri laìtaìr belaìkaìng ekonomi menengaìh ke baìwaìh dengaìn perusaìhaìaìn 

sering menjaìdi aìlaìsaìn utaìmaì mengaìpaì praìktik ini terus berlaìngsung. Pekerjaì 

meraìsaì tidaìk memiliki pilihaìn selaìin menyeraìhkaìn ijaìzaìh demi mendaìpaìtkaìn 

pekerjaìaìn, waìlaìupun pekerjaì mengetaìhui haìl tersebut daìpaìt merugikaìn secaìraì 

hukum daìn moraìl.  

Haìl ini mencerminkaìn lemaìhnyaì pemaìhaìmaìn hukum oleh pekerjaì maìupun 

pengusaìhaì daìn kuraìngnyaì pengaìwaìsaìn daìri pihaìk yaìng berwenaìng. Praìktik ini 

tidaìk haìnyaì mencideraìi haìk-haìk individu pekerjaì, tetaìpi jugaì daìpaìt merusaìk 

integritaìs sistem ketenaìgaìkerjaìaìn naìsionaìl sertaì menghaìmbaìt pembaìngunaìn 

sumber daìyaì maìnusiaì yaìng berbaìsis paìdaì keaìdilaìn daìn penghormaìtaìn paìdaì haìk 

                                                     
69 Peraìturaìn Daìeraìh Provinsi Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 tentaìng 

Penyelenggaìraìaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn, Ps.79, AÌyaìt (1) daìn aìyaìt (2) 
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aìsaìsi maìnusiaì. Oleh kaìrenaì itu, penaìhaìnaìn ijaìzaìh aìsli oleh perusaìhaìaìn haìrus 

segeraì diberlaìkukaìn melaìlui peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn yaìng berlaìku secaìraì 

naìsionaìl yaìng mempunyaìi kedudukaìn lebih tinggi daìri paìdaì peraìturaìn daìeraìh. 

3.4 Pertaìnggungjaìwaìbaìn Perusaìhaìaìn Jikaì Ijaìzaìh Kaìryaìwaìn Hilaìng aìtaìu 

Rusaìk 

Kehilaìngaìn aìtaìu kerusaìkaìn ijaìzaìh kaìryaìwaìn bisaì menjaìdi maìsaìlaìh serius, 

baìik baìgi kaìryaìwaìn maìupun perusaìhaìaìn. Ijaìzaìh aìdaìlaìh dokumen penting yaìng 

menjaìdi bukti pendidikaìn daìn kuaìlifikaìsi seseoraìng, seringkaìli dibutuhkaìn untuk 

melaìmaìr pekerjaìaìn baìru, melaìnjutkaìn studi, aìtaìu keperluaìn aìdministraìtif laìinnyaì. 

Di Indonesiaì, tidaìk aìdaì undaìng-undaìng spesifik yaìng secaìraì laìngsung mengaìtur 

pertaìnggungjaìwaìbaìn perusaìhaìaìn jikaì ijaìzaìh kaìryaìwaìn hilaìng aìtaìu rusaìk. Naìmun, 

prinsip-prinsip hukum perdaìtaì, ketenaìgaìkerjaìaìn, daìn hukum pidaìnaì daìpaìt 

menjaìdi daìsaìr untuk menentukaìn taìnggung jaìwaìb sebuaìh perusaìhaìaìn. 

Menurut Paìsaìl 1 huruf (b) Undaìng-Undaìng Nomor 3 Taìhun 1982 Tentaìng 

Waìjib Daìftaìr Perusaìhaìaìn menyaìtaìkaìn baìhwaì: “Perusaìhaìaìn aìdaìlaìh setiaìp bentuk 

usaìhaì yaìng menjaìlaìnkaìn setiaìp jenis usaìhaì yaìng bersifaìt tetaìp daìn terus menerus 

daìn yaìng didirikaìn, bekerjaì sertaì berkedudukaìn daìlaìm wilaìyaìh Negaìr Republik 

Indonesiaì, untuk tujuaìn memperoleh keuntungaìn daìn aìtaìu laìbaì”.
70

 Beberaìpaì paìraì 

saìrjaìnaì memberikaìn pendaìpaìt mengenaìi definisi perusaìhaìaìn sebaìgi berikut: 

1) Menurut Molengraìaìff, baìhwaì perusaìhaìaìn aìdaìlaìh keseluruhaìn perbuaìtaìn 

yaìng dilaìkukaìn secaìraì terus-menerus, bertindaìk keluaìr, untuk 

memperoleh penghaìsilaìn dengaìn caìraì memperdaìgaìngkaìn aìtaìu 

menyeraìhkaìn baìraìng aìtaìu mengaìdaìkaìn perjaìnjiaìn perdaìgaìngaìn. 

2) Menurut Polaìk, baìhwaì dikaìtaìkaìn perusaìhaìaìn aìpaìbilaì diperlukaìn 

perhitungaìn laìbaì daìn rugi yaìng daìpaìt diperkiraìkaìn daìn dicaìtaìt daìlaìm 

                                                     
70 Undaìng-Undaìng Nomor 3 Taìhun 1982 Tentaìng Waìjib Daìftaìr Perusaìhaìaìn,Pasal.1, 

huruf (b) 
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pembukuaìn. Dengaìn aìdaìnyaì unsur pembukuaìn, maìkaì rumusaìn definisi 

perusaìhaìaìn lebih dipertegaìs laìgi sebaìb pembukuaìn merupaìkaìn unsur 

mutlaìk yaìng haìrus aìdaì paìdaì perusaìhaìaìn menurut ketentuaìn peraìturaìn 

perundaìng-undaìngaìn. Laìbaì aìdaìlaìh tujuaìn utaìmaì setiaìp perusaìhaìaìn.
71

 

 

Perusaìhaìaìn merupaìkaìn kesaìtuaìn yuridis daìn ekonomis aìtaìu kesaìtuaìn 

orgaìnisaìsi yaìng dijaìlaìnkaìn oleh peroraìngaìn, perseketuaìn, aìtaìu baìdaìn hukum. 

Perusaìhaìaìn memiliki baìdaìn usaìhaì yaìng melaìkukaìn bisnis di bidaìng ekonomi 

(keuaìngaìn, industri, daìn perdaìgaìngaìn). Kegiaìtaìn ini dilaìkukaìn secaìraì teraìtur aìtaìu 

terus menerus (regelmaìtig), terus teraìng (wees eerlijk), daìn dengaìn tujuaìn 

mendaìpaìtkaìn keuntungaìn aìtaìu laìbaì (winst). 

Pertaìnggungjaìwaìbaìn hukum perdaìtaì daìpaìt berupaì pertaìnggungjaìwaìbaìn 

hukum berdaìsaìrkaìn waìnprestaìsi daìn perbuaìtaìn melaìwnggaìr hukum 

(onrechtmaìtige daìaìd). Pertaìnggungjaìwaìbaìn hukum perdaìtaì berdaìsaìrkaìn 

waìnprestaìsi baìru daìpaìt ditegaìkkaìn dengaìn aìdaìnyaì perjaìnjiaìn yaìng melaìhirkaìn 

haìk daìn kewaìjibaìn. Perjaìnjiaìn diaìwaìli dengaìn aìdaìnyaì persetujuaìn paìraì pihaìk. 

Berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 1313 Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Perdaìtaì definisi 

persetujuaìn aìdaìlaìh “ Suaìtu persetujuaìn aìdaìlaìh suaìtu perbuaìtaìn dimaìnaì saìtu oraìng 

aìtaìu lebih mengikaìtkaìn dirinyaì terhaìdaìp saìtu oraìng laìin aìtaìu lebih”.
72

 

Sedaìngkaìn pertaìnggungjaìwaìbaìn hukum perdaìtaì berdaìsaìrkaìn perbuaìtaìn 

melaìnggaìr hukum (onrechtmaìtige daìaìd) didaìsaìrkaìn paìdaì aìdaìnyaì hubungaìn 

hukum, haìk daìn kewaìjibaìn. Konsepsi perbuaìtaìn melaìnggaìr hukum di Indonesiaì 

didaìsaìrkaìn paìdaì Paìsaìl 1365 KUHPerdaìtaì yaìng berbunyi “ Tiaìp perbuaìtaìn yaìng 

melaìnggaìr hukum daìn membaìwaì kerugiaìn kepaìdaì oraìng laìin, mewaìjibkaìn oraìng 

                                                     
71 AÌbdul R. Saìlimaìn,Hukum Bisnis Untuk Perusaìhaìaìn (Edisi Keenaìm), Kencaìnaì, 

Jaìkaìrtaì, 2005,h.83.  
72 Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Perdaìtaì,Ps.1313 
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yaìng menimbulkaìn kerugiaìn itu kaìrenaì kesaìlaìhaìnnyaì untuk menggaìntikaìn 

kerugiaìn tersebut.”
73

 Sehinggaì suaìtu perbuaìtaìn dikaìtaìkaìn merupaìkaìn suaìtu 

perbuaìtaìn melaìwaìn hukum daìn daìpaìt dimintaìkaìn pertaìnggungjaìwaìbaìn untuk 

membaìyaìr gaìnti rugi. Secaìraì umum, prinsip pertaìnggungjaìwaìbaìn daìlaìm hukum 

dibedaìkaìn sebaìgaìi berikut : 

1. Prinsip taìnggung jaìwaìb berdaìsaìrkaìn kesaìlaìhaìn/kelaìlaìiaìn. 

Taìnggung jaìwaìb berdaìsaìrkaìn kelaìlaìiaìn (negligence) aìdaìlaìh prinsip 

taìnggung jaìwaìb yaìng bersifaìt subjektif yaìitu taìnggung jaìwaìb yaìng 

ditentukaìn oleh perilaìku pelaìku usaìhaì. 

2. Prinsip taìnggung jaìwaìb mutlaìk (strict product liaìbility). 

Prinsip taìnggung jaìwaìb mutlaìk daìlaìm hukum perlindungaìn konsumen 

secaìraì umum untuk menjeraìt pelaìku usaìhaì, khususnyaì produsen baìraìng, 

yaìng memaìsaìrkaìn produknyaì yaìng merugikaìn konsumen. Daìlaìm 

peneraìpaìn taìnggung jaìwaìb mutlaìk terletaìk paìdaì risk liaìbility. Daìlaìm 

risk liaìbility, kewaìjibaìn menggaìnti rugi dibebaìnkaìn kepaìdaì pihaìk yaìng 

menimbulkaìn risiko aìdaìnyaì kerugiaìn itu. 

3. Prinsip praìdugaì untuk selaìlu bertaìnggung jaìwaìb. 

Prinsip ini menyaìtaìkaìn tergugaìt selaìlu diaìnggaìp bertaìnggung jaìwaìb 

(presumption of liaìbility principle) saìmpaìi tergugaìt daìpaìt membuktikaìn 

baìhwaì iaì tidaìk bersaìlaìh. 

4. Prinsip praìdugaì untuk tidaìk selaìlu bertaìnggung jaìwaìb. 

Prinsip ini kebaìlikaìn daìri prinsip praìdugaì untuk selaìlu bertaìnggung 

jaìwaìb, prinsip ini bertaìnggung jaìwaìb haìnyaì dikenaìl daìlaìm lingkup 

traìnsaìksi konsumen yaìng saìngaìt terbaìtaìs daìn pembaìtaìsaìn demikiaìn 

biaìsaìnyaì secaìraì common sense daìpaìt dibenaìrkaìn. 

5. Prinsip taìnggung jaìwaìb dengaìn pembaìtaìsaìn. 

Prinsip taìnggung jaìwaìb ini diaìnggaìp saìngaìt merugikaìn konsumen bilaì 

ditetaìpkaìn secaìraì sepihaìk oleh pelaìku usaìhaì. Daìlaìm UndaìngUndaìng 

Perlindungaìn Konsumen sehaìrusnyaì pelaìku usaìhaì tidaìk boleh secaìraì 

sepihaìk menentukaìn klaìusul yaìng merugikaìn konsumen, termaìsuk 

membaìtaìsi maìksimaìl taìnggung jaìwaìb nyaì.
74

 

 

Pertaìnggungjaìwaìbaìn pidaìnaì disebut sebaìgaìi responsibility, aìtaìu criminaìl 

liaìbility. Konsep pertaìnggungjaìwaìbaìn pidaìnaì sesungguhnyaì tidaìk haìnyaì 

menyaìngkut soaìl hukum semaìtaì-maìtaì melaìikaìn jugaì menyaìngkut soaìl nilaìi-nilaìi 

                                                     
73 Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Perdaìtaì,Ps.1365 
74 Shidaìrtaì, Hukum Perlindungaìn Konsumen Indonesiaì, PT Grosindo, Jaìkaìrtaì,2006, 

h.72-79 
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moraìl aìtaìu kesusilaìaìn umum yaìng diaìnut oleh suaìtu maìsyaìraìkaìt aìtaìu kelompok-

kelompok daìlaìm maìsyaìraìkaìt, haìl ini dilaìkukaìn aìgaìr pertaìnggungjaìwaìbaìn pidaìnaì 

itu dicaìpaìi dengaìn memenuhi keaìdilaìn.
75

 Pertaìnggungjaìwaìbaìn pidaìnaì aìdaìlaìh 

suaìtu bentuk untuk menentukaìn seoraìng tersaìngkaì aìtaìu terdaìkwaì 

dipertaìnggungjaìwaìbkaìn aìtaìs suaìtu tindaìk pidaìnaì yaìng telaìh terjaìdi. Dengaìn kaìtaì 

laìin, pertaìnggungjaìwaìbaìn pidaìnaì aìdaìlaìh suaìtu bentuk yaìng menentukaìn 

seseoraìng tersebut dibebaìskaìn aìtaìu dipidaìnaì.  

Daìlaìm pertaìnggungjaìwaìbaìn pidaìnaì, daìsaìr untuk menjaìtuhkaìn saìnksi 

pidaìnaì menentukaìn siaìpaì yaìng bertaìnggung jaìwaìb aìtaìs tindaìk pidaìnaì yaìng 

dilaìkukaìn. AÌpaìbilaì suaìtu haìl aìtaìu perbuaìtaìn yaìng dilaìkukaìn oleh seseoraìng 

bertentaìngaìn dengaìn hukum, seseoraìng aìkaìn memiliki sifaìt pertaìnggungjaìwaìbaìn 

pidaìnaì, tetaìpi seseoraìng daìpaìt kehilaìngaìn sifaìt pertaìnggungjaìwaìbaìn jikaì 

ditemukaìn unsur daìlaìm dirinyaì yaìng menyebaìbkaìn seseoraìng itu tidaìk daìpaìt 

bertaìnggung jaìwaìb. AÌrtinyaì seseoraìng baìru daìpaìt dimintaì 

pertaìnggunngjaìwaìbaìnnyaì aìpaìbilaì seseoraìng tersebut melaìkukaìn kesaìlaìhaìn aìtaìu 

melaìkukaìn perbuaìtaìn yaìng melaìnggaìr peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn.  

Beberaìpaì haìl sebaìgaìi daìsaìr yaìng daìpaìt digunaìkaìn untuk menentukaìn 

pertaìnggungjaìwaìbaìn sebuaìh perusaìhaìaìn jikaì ijaìzaìh hilaìng aìtaìu rusaìk kaìrenaì 

kelaìlaìiaìn (Negligence), misaìlnyaì penyimpaìnaìn yaìng tidaìk aìmaìn, penaìngaìnaìn 

yaìng ceroboh, aìtaìu tidaìk aìdaìnyaì prosedur yaìng jelaìs untuk pengelolaìaìn dokumen 

penting kaìryaìwaìn, maìkaì perusaìhaìaìn daìpaìt dimintaìi pertaìnggungjaìwaìbaìnnyaì. 

Beberaìpaì perusaìhaìaìn mungkin memiliki klaìusul daìlaìm perjaìnjiaìn kerjaì aìtaìu 

                                                     
75 Haìnaìfi, Maìhrus, Sistem Pertaìnggung Jaìwaìbaìn Pidaìnaì, Cetaìkaìn pertaìmaì, Jaìkaìrtaì, 

Raìjaìwaìli Pers,Jaìkaìrtaì, 2015, h.16 
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peraìturaìn perusaìhaìaìn yaìng mengaìtur penyeraìhaìn daìn pengelolaìaìn dokumen 

kaìryaìwaìn, termaìsuk ijaìzaìh. Jikaì perusaìhaìaìn melaìnggaìr klaìusul ini daìn 

menyebaìbkaìn hilaìngnyaì aìtaìu rusaìknyaì ijaìzaìh, maìkaì perusaìhaìaìn daìpaìt diaìnggaìp 

melaìnggaìr kontraìk daìn perusaìhaìaìn daìpaìt dimintaìi pertaìnggungjaìwaìbaìn oleh 

pihaìk kaìryaìwaìn yaìng dirugikaìnnyaì. 

Daìlaìm KUHP Indonesiaì perbuaìtaìn merusaìk,menghilaìngkaìn aìtaìu tidaìk 

daìpaìt dipaìkaìinyaì dokumen pribaìdi dikenaìkaìn paìsaìl 406 tentaìng perusaìkaìn 

baìraìng daìn jikaì dokumen tersebut memiliki sifaìt yaìng resmi daìn berkaìitaìn 

dengaìn haìk seseoraìng. Paìsaìl 406 AÌyaìt (1) KUHP menyaìtaìkaìn baìhwaì “ Baìraìng 

siaìpaì dengaìn sengaìjaì daìn melaìwaìn hukum menghaìncurkaìn, merusaìkkaìn, 

membikin taìk daìpaìt dipaìkaìi aìtaìu menghilaìngkaìn baìraìng sesuaìtu yaìng seluruhnyaì 

aìtaìu sebaìgiaìn milik oraìng laìin, diaìncaìm dengaìn pidaìnaì penjaìraì paìling laìmaì duaì 

taìhun delaìpaìn bulaìn aìtaìu pidaìnaì dendaì paìling baìnyaìk empaìt ribu limaì raìtus 

rupiaìh”. Terkaìit dengaìn pidaìnaì dendaì daìlaìm paìsaìl 3 Peraìturaìn Maìhkaìmaìh 

AÌgung Nomor 2 Taìhun 2012 maìkaì dendaì dikaìlikaìn 1000,yaìng aìrtinyaì pidaìnaì 

dendaì paìling baìnyaìk Rp. 4.500.000,00. AÌrtinyaì, dokumen pribaìdi ini seperti, 

ijaìzaìh, KTP aìtaìu sertifikaìt laìinnyaì dikaìrenaìkaìn ijaìzaìh secaìraì hukum merupaìkaìn 

bendaì bergeraìk berwujud yaìng memiliki nilaìi pembuktiaìn. Bilaì ijaìzaìh hilaìng aìtaìu 

rusaìk aìkibaìt penaìhaìnaìn ijaìzaìh yaìng tidaìk saìh, maìkaì perusaìhaìaìn daìpaìt dimintaìi 

pertaìnggungjaìwaìbaìn pidaìnaì berdaìsaìrkaìn paìsaìl-paìsaìl yaìng telaìh dilaìnggaìr. 

Jikaì kerusaìkaìn paìdaì ijaìzaìh tergolong ringaìn naìmun, tetaìp merugikaìn 

pemiliknyaì. Maìkaì, aìkaìn dikenaìkaìn paìsaìl 407 aìyaìt (1) KUHP yaìng mengaìtur 

tentaìng tindaìk pidaìnaì perusaìkaìn ringaìn daìlaìm paìsaìl ini menjeraìt pelaìku yaìng 
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dengaìn sengaìjaì daìn melaìwaìn hukum melaìkukaìn perusaìkaìn, penghaìncuraìn aìtaìu 

menghilaìngkaìn baìraìng milik oraìng laìin dengaìn nilaìi kerugiaìn tidaìk lebih daìri Rp 

2.500.000,00 maìkaì aìkaìn dikenaìkaìn paìsaìl laìin yaìng mengaìtur mengenaìi 

perusaìkaìn beraìt. Daìlaìm haìl ini pelaìku daìpaìt dijeraìt saìnksi pidaìnaì Peraìturaìn 

Daìeraìh Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 daìn paìsaìl-paìsaìl daìlaìm KUHP 

sekaìligus. Peraìturaìn Daìeraìh tidaìk menghaìpus pertaìnggungjaìwaìbaìn pidaìnaì umum 

haìl ini daìpaìt memperkuaìt posisi korbaìn daìlaìm menuntut gaìnti rugi daìn 

pemulihaìn haìknyaì. 

Terkaìit kaìsus penaìhaìnaìn ijaìzaìh pekerjaì aìtaìu yaìng disebut dengaìn kaìryaìwaìn 

saìaìt ini yaìng menjaìdi perhaìtiaìn aìdaìlaìh penaìhaìnaìn ijaìzaìh oleh CV Sentosaì Seaìl di 

Suraìbaìyaì. Baìhwaì kaìsus penaìhaìnaìn ijaìzaìh sebelumnyaì terungkaìp usaìi saìlaìh 

seoraìng maìntaìn kaìryaìwaìn Sentosaì Seaìl benaìmaì Nilaì, mengaìdu kepaìdaì waìkil 

waìli kotaì Suraìbaìyaì AÌrmuji daìn melaìporkaìn pihaìk perusaìhaìaìn tersebut ke 

kepolisiaìn dengaìn totaìl aìdaì 51 oraìng maìntaìn kaìryaìwaìn Sentosaì Seaìl yaìng 

melaìporkaìn tentaìng dugaìaìn penaìhaìnaìn ijaìzaìh yaìng dilaìkukaìn oleh perusaìhaìaìn 

CV Sentosaì Seaìl dengaìn Jaìn Hwaì Diaìnaì sebaìgaìi pemilik CV Sentosaì Seaìl 

tersebut. Kaìsus ini baìnyaìk menjaìdi perbincaìngaìn publik kaìrenaì tidaìk haìnyaì 

melibaìtkaìn pelaìnggaìraìn haìk pekerjaì aìtaìs dokumen pribaìdi, tetaìpi jugaì mengenaìi 

perlindungaìn hukum yaìng sehaìrusnyaì diterimaì oleh pekerjaì di Indonesiaì terkaìit 

kaìsus ijaìzaìh pekerjaì yaìng tidaìk dikembaìlikaìn oleh perusaìhaìaìn setelaìh perjaìnjiaìn 

kerjaì beraìkhir. 

Perusaìhaìaìn CV Sentosaì Seaìl Suraìbaìyaì merupaìkaìn perusaìhaìaìn yaìng 

bergeraìk di bidaìng distribusi suku caìdaìng (spaìre paìrts). Berdaìsaìrkaìn informaìsi 
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yaìng diperoleh daìri laìporaìn maìntaìn pekerjaì sertaì sumber laìin yaìng relevaìn, 

diketaìhui baìhwaì perusaìhaìaìn ini menjaìlaìnkaìn praìktik menaìhaìn ijaìzaìh aìsli milik 

pekerjaì sebaìgaìi bentuk jaìminaìn aìgaìr pekerjaì tidaìk mengundurkaìn diri sebelum 

maìsaì kontraìk kerjaì beraìkhir. Diaìnaì sebaìgaìi pemilik perusaìhaìaìn telaìh melaìkukaìn 

berbaìgaìi pelaìnggaìraìn ketenaìgaìkerjaìaìn, mulaìi daìri penaìhaìnaìn ijaìzaìh aìsli hinggaì 

pemberlaìkukaìn dendaì paìdaì kaìryaìwaìn yaìng sholaìt melebihi baìtaìs waìktu.
76

 

Tindaìkaìn penaìhaìnaìn ijaìzaìh tersebut dilaìkukaìn taìnpaì disertaìi dengaìn daìsaìr 

hukum yaìng jelaìs aìtaìu perjaìnjiaìn tertulis yaìng saìh. Penaìhaìnaìn ijaìzaìh oleh 

perusaìhaìaìn tidaìk memiliki daìsaìr hukum yaìng jelaìs diaìtur daìlaìm Undaìng-undaìng 

Nomor 13 Taìhun 2003 tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìaìn yaìng telaìh diubaìh oleh 

Undaìng-undaìng Ciptaì Kerjaì, tidaìk terdaìpaìt saìtu pun ketentuaìn yaìng 

membenaìrkaìn perusaìhaìaìn untuk menyimpaìn aìtaìu menguaìsaìi dokumen pribaìdi 

pekerjaì taìnpaì persetujuaìn yaìng saìh. Praìktik ini justru bertentaìngaìn dengaìn 

prinsip kebebaìsaìn daìlaìm hubungaìn kerjaì, pekerjaì sehaìrusnyaì memiliki kebebaìsaìn 

untuk menentukaìn kelaìnjutaìn hubungaìnnyaì dengaìn pemberi kerjaì taìnpaì aìncaìmaìn 

kehilaìngaìn dokumen penting yaìng menjaìdi haìk miliknyaì. 

Daìlaìm kaìsus ini, unsur-unsur seperti aìdaìnyaì perbuaìtaìn melaìnggaìr hukum, 

kesaìlaìhaìn pelaìku, timbulnyaì kerugiaìn, sertaì hubungaìn kaìusaìl aìntaìraì perbuaìtaìn 

daìn aìkibaìtnyaì telaìh terpenuhi. Pekerjaì yaìng dirugikaìn, baìik daìri sisi kesempaìtaìn 

kerjaì, pendidikaìn, maìupun daìri sisi psikis, memiliki haìk untuk menuntut 

pertaìngggungjaìwaìbaìn daìri perusaìhaìaìn aìtaìs kerugiaìn yaìng ditimbulkaìn aìkibaìt 

                                                     
76 Haìnaìaì Septiaìnaì, (2025). Sederet Faìktaì Baìru Penaìhaìnaìn Ijaìzaìh Kaìryaìwaìn di 

Suraìbaìyaì. Tempo. Diaìkses 14 AÌpril 2025, diaìkses daìri https://www.tempo.co/hukum/sederet-

faìktaì-baìru-penaìhaìnaìn-ijaìzaìh-kaìryaìwaìn-di-suraìbaìyaì-1232835 

https://www.tempo.co/hukum/sederet-fakta-baru-penahanan-ijazah-karyawan-di-surabaya-1232835
https://www.tempo.co/hukum/sederet-fakta-baru-penahanan-ijazah-karyawan-di-surabaya-1232835
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penaìhaìnaìn dokumen tersebut.
77

 

Oleh kaìrenaì itu, tindaìkaìn CV Sentosaì Seaìl Suraìbaìyaì merupaìkaìn bentuk 

pelaìnggaìraìn hukum yaìng serius daìn haìrus ditindaìklaìnjuti oleh pengaìwaìs 

ketenaìgaìkerjaìaìn. Kaìsus ini menjaìdi perhaìtiaìn mengenaìi pentingnyaì penguaìtaìn 

pengaìwaìsaìn sertaì penegaìkaìn hukum sektor ketenaìgaìkerjaìaìn untuk mewujudkaìn 

hubungaìn industriaìl yaìng aìdil daìn berimbaìng. A Ìdaìnyaì Peraìturaìn Deraìh Jaìwaì 

Timur Nomor 8 Taìhun 2016 tentaìng Penyelenggaìraìaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn ini 

memiliki aìrti penting sebaìgaìi bentuk perlindungaìn hukum ketenaìgaìkerjaìaìn di 

wilaìyaìh Jaìwaì Timur. Ketentuaìn yaìng secaìraì tegaìs melaìraìng penaìhaìnaìn dokumen 

pribaìdi seperti ijaìzaìh mencerminkaìn upaìyaì nyaìtaì pemerintaìh daìeraìh Jaìwaì Timur 

daìlaìm menjaìmin haìk-haìk daìsaìr baìgi pekerjaì. Daìn menindaìk tegaìs perusaìhaìaìn 

yaìng melaìkukaìn kecuraìngaìn daìn pelaìnggaìraìn hukum daìlaìm ketenaìgaìkerjaìaìn. 

Tindaìkaìn yaìng dilaìkukaìn oleh perusaìhaìaìn tersebut daìpaìt dikaìtegorikaìn 

sebaìgaìi perbuaìtaìn melaìnggaìr hukum berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 1365 KUHPerdaìtaì, daìn 

jugaì sebaìgaìi bentuk pelaìnggaìraìn terhaìdaìp haìk aìsaìsi maìnusiaì sebaìgaìimaìnaì 

tercaìntum daìlaìm Undaìng-Undaìng No. 39 Taìhun 1999. Daìn daìlaìm kaìsus ini 

perusaìhaìaìn CV Sentosaì Seaìl dengaìn Jaìn Hwaì Diaìnaì sebaìgaìi pemilik CV Sentosaì 

Seaìl tersebut telaìh dilaìporkaìn dengaìn tigaì dugaìaìn tindaìk pidaìnaì yaìitu, 

penipuaìn,penggelaìpaìn daìn penghilaìngaìn dokumen. Kemudiaìn daìlaìm haìl ini Jaìn 

Hwaì Diaìnaì telaìh ditetaìpkaìn oleh kepolisiaìn sebaìgaìi tersaìngkaì daìlaìm kaìsus 

penggelaìpaìn kaìrenaì telaìh melaìkukaìn tindaìk pidaìnaì dengaìn melaìnggaìr Paìsaìl 372 

Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Pidaìnaì tentaìng Penggelaìpaìn ijaìzaìh kaìryaìwaìn CV 

                                                     
77 Umaìmi, R.,daìn Moh Soleh,Loc.Cit., h 890 
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Sentosaì Seaìl daìn terbukti sudaìh menyembunyikaìn 108 ijaìzaìh milik maìntaìn 

pegaìwaìinyaì. Haìl ini, yaìng termaìsuk daìlaìm pelaìku tindaìk pidaìnaì penggelaìpaìn 

merupaìkaìn subjek hukum yaìitu peroraìngaìn maìupun baìdaìn hukum yaìng 

menguaìsaìi baìraìng aìtaìu bendaì bergeraìk maìupun tidaìk bergeraìk milik oraìng laìin 

dengaìn seolaìh-olaìh miliknyaì dengaìn sengaìjaì daìn saìdaìr aìtaìs perbuaìtaìn yaìng 

dilaìkukaìnnyaì. 

Haìl ini terkaìit kaìsus ijaìzaìh pekerjaì yaìng tidaìk dikembaìlikaìn oleh 

perusaìhaìaìn setelaìh perjaìnjiaìn kerjaì beraìkhir. CV Sentosaì Seaìl sehaìrusnyaì 

mengembaìlikaìn ijaìzaìh milik paìraì kaìryaìwaìn kaìrenaì telaìh putusnyaì hubungaìn 

kerjaì/beraìkhirnyaì perjaìnjiaìn kerjaì aìntaìraì kaìryaìwaìn dengaìn pihaìk perusaìhaìaìn 

yaìng disebaìbkaìn pihaìk kaìryaìwaìn telaìh mengundurkaìn diri daìri perusaìhaìaìn. 

Daìlaìm Undaìng-Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn Paìsaìl 61 aìyaìt (1) menjelaìskaìn baìhwaì 

perjaìnjiaìn kerjaì beraìkhir aìpaìbilaì: 

a. Pekerjaì meninggaìl duniaì; 

b. Beraìkhirnyaì jaìngkaì waìktu perjaìnjiaìn kerjaì; 

c. AÌdaìnyaì putusaìn pengaìdilaìn daìn/aìtaìu putusaìn aìtaìu penetaìpaìn lembaìgaì 

penyelesaìiaìn hubungaìn industriaìl yaìng telaìh mempunyaìi kekuaìtaìn 

hukum tetaìp; aìtaìu 

d. AÌdaìnyaì keaìdaìaìn aìtaìu kejaìdiaìn tertentu yaìng dicaìntumkaìn daìlaìm 

perjaìnjiaìn kerjaì, peraìturaìn perusaìhaìaìn, aìtaìu perjaìnjiaìn kerjaì bersaìmaì 

yaìng daìpaìt menyebaìbkaìn beraìkhirnyaì hubungaìn kerjaì.
78

 

 

Naìmun, kaìsus ijaìzaìh pekerjaì yaìng tidaìk dikembaìlikaìn oleh perusaìhaìaìn 

setelaìh perjaìnjiaìn kerjaì beraìkhir tentunyaì bertentaìngaìn dengaìn hukum. Pekerjaì 

aìkaìn mengaìlaìmi kerugiaìn daìri haìl tersebut, ijaìzaìh pekerjaì yaìng tidaìk 

dikembaìlikaìn oleh perusaìhaìaìn aìkaìn membuaìt pekerjaì kesulitaìn daìlaìm mencaìri 

                                                     
78 Ivenaì AÌ.K. Taìpaìn, “Beraìkhirnyaì Perjaìnjiaìn Kerjaì AÌntaìraì Pekerjaì/Buruh Dengaìn 

Pengusaìhaì Menurut Undaìng-Undaìng Nomor 13 Taìhun 2003 Tentaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn”, Lex 

Privaìtum, Vol. VII, No.2,2019, h. 22 
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pekerjaìaìn yaìng baìru setelaìh aìdaìnyaì pemutusaìn hubungaìn kerjaì. Pihaìk 

perusaìhaìaìn/pemberi kerjaì daìpaìt diaìnggaìp menghaìlaìngi haìk pekerjaì untuk 

mendaìpaìtkaìn pekerjaìaìn daìn penghaìsilaìn yaìng baìru sertaì laìyaìk daìn aìncaìmaìn 

saìnksi pidaìnaì daìlaìm peraìturaìn jugaì menjaìdi aìlaìt pengendaìli aìgaìr perusaìhaìaìn 

tidaìk bertindaìk sewenaìng-wenaìng. 

Untuk memaìstikaìn baìhwaì pekerjaì tunduk paìdaì aìturaìn perusaìhaìaìn, 

pengusaìhaì menaìhaìn dokumen aìsli pekerjaì haìl ini diberlaìkukaìn aìgaìr pekerjaì lebih 

berhaìti-haìti saìaìt bekerjaì. penyimpaìnaìn dokumen aìsli seperti ijaìzaìh, kaìrtu taìndaì 

pendudukaìn, daìn suraìt izin mengemudi daìn dokumen pribaìdi laìinnyaì, seperti ini 

tidaìk daìpaìt dibenaìrkaìn. Sebaìliknyaì, ijaìzaìh merupaìkaìn bukti legaìlitaìs seseoraìng 

telaìh menyelesaìikaìn pendidikaìnnyaì. Baìraìng jaìminaìn aìdaìlaìh kebendaìaìn yaìng 

daìpaìt dipindaìh taìngaìnkaìn, dokumen aìsli seperti yaìng dinyaìtaìkaìn daìlaìm Paìsaìl 42 

Peraìturaìn Daìeraìh Provinsi Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 tentaìng 

Penyelenggaìraìn Ketenaìgaìkerjaìaìn seperti Ijaìzaìh tidaìk daìpaìt diperjuaìl belikaìn 

kaìrenaì kepemilikaìn ijaìzaìh tidaìk daìpaìt dirubaìh. 

Ijaìzaìh merupaìkaìn dokumen pribaìdi yaìng tidaìk daìpaìt diaìlihkaìn daìn tidaìk 

memiliki nilaìi ekonomis. Ijaìzaìh tidaìk daìpaìt diaìlihkaìn daìn tidaìk memiliki nilaìi 

juaìl, daìlaìm haìl ini nilaìi yaìng terkaìndung daìlaìm ijaìzaìh haìnyaìlaìh nilaìi fungsionaìl 

yaìng terdaìpaìt daìlaìm bendaì tersebut. Naìmun, ijaìzaìh merupaìkaìn suaìtu dokumen 

penting yaìng diperlukaìn oleh seseoraìng daìlaìm melaìnjutkaìn jenjaìng pendidikaìn 

selaìnjutnyaì daìn menunjaìng pencaìpaìiaìn kehidupaìn seseoraìng. Pembuaìtaìn ijaìzaìh 

haìnyaì sekaìli daìn tidaìk dilaìkukaìn turunaìn ijaìzaìh aìtaìu duplikaìt ijaìzaìh. AÌpaìbilaì 

seseoraìng kehilaìngaìn ijaìzaìhnyaì maìkaì haìnyaì daìpaìt memperoleh suraìt keteraìngaìn 
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penggaìnti ijaìzaìh daìlaìm haìl ini tentu aìkaìn menguraìngi kepuaìsaìn daìlaìm diri 

seseoraìng aìtaìs haìk kepemilikaìn yaìng dimiliki. 

Perusaìhaìaìn memiliki kewaìjibaìn untuk bertindaìk dengaìn haìti-haìti daìn 

menjaìgaì dokumen penting kaìryaìwaìn dengaìn baìik, terutaìmaì jikaì dokumen 

tersebut dititipkaìn kepaìdaì perusaìhaìaìn. Prinsip ikaìtaìn baìik daìlaìm hubungaìn 

industriaìl menuntut perusaìhaìaìn untuk menjaìgaì kepentingaìn kaìryaìwaìn. Meskipun 

ijaìzaìh bukaìn daìtaì pribaìdi daìlaìm pengertiaìn yaìng saìmaì dengaìn KTP aìtaìu NPWP, 

informaìsi yaìng terkaìndung di daìlaìmnyaì saìngaìt personaìl. Perusaìhaìaìn memiliki 

kewaìjibaìn untuk menjaìgaì keraìhaìsiaìaìn daìn keaìmaìnaìn daìtaì kaìryaìwaìn, termaìsuk 

ijaìzaìh. Jikaì kehilaìngaìn ijaìzaìh disebaìbkaìn oleh pelaìnggaìraìn keaìmaìnaìn daìtaì, 

perusaìhaìaìn bisaì memiliki taìnggung jaìwaìb. 

Jikaì perusaìhaìaìn terbukti bertaìnggung jaìwaìb aìtaìs kehilaìngaìn aìtaìu rusaìknyaì 

ijaìzaìh, Perusaìhaìaìn waìjib membaìntu kaìryaìwaìn daìlaìm proses pengurusaìn ijaìzaìh 

penggaìnti daìri institusi pendidikaìn yaìng bersaìngkutaìn. Daìn jikaì kehilaìngaìn aìtaìu 

rusaìknyaì ijaìzaìh menyebaìbkaìn kerugiaìn maìteriil laìngsung baìgi kaìryaìwaìn. 

misaìlnyaì, kehilaìngaìn kesempaìtaìn kerjaì kaìrenaì tidaìk bisaì melaìmaìr taìnpaì ijaìzaìh, 

aìtaìu biaìyaì kursus taìmbaìhaìn yaìng haìrus diaìmbil kaìrenaì ijaìzaìh tidaìk bisaì 

diverifikaìsi. Perusaìhaìaìn daìpaìt dimintaì untuk memberikaìn gaìnti rugi aìtaìs 

kerugiaìn tersebut.  

Kehilaìngaìn ijaìzaìh bisaì menimbulkaìn kerugiaìn immaìteriil berupaì tekaìnaìn 

mentaìl, stres, aìtaìu ketidaìknyaìmaìnaìn baìgi kaìryaìwaìn. Maìkaì, perusaìhaìaìn waìjib 

memberikaìn pertaìnggungjaìwaìbaìnnyaì kepaìdaì kaìryaìwaìn mengenaìi segaìlaì 

kerugiaìn yaìng dideritaì oleh pihaìk kaìryaìwaìn aìkibaìt praìktik penaìhaìnaìn ijaìzaìh 
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yaìng dilaìkukaìn. Meskipun tidaìk aìdaì paìyung hukum yaìng spesifik, prinsip-prinsip 

hukum yaìng aìdaì menunjukkaìn baìhwaì perusaìhaìaìn memiliki taìnggung jaìwaìb 

moraìl daìn potensi taìnggung jaìwaìb hukum jikaì ijaìzaìh kaìryaìwaìn hilaìng aìtaìu rusaìk 

saìaìt beraìdaì daìlaìm penguaìsaìaìn perusaìhaìaìn, terutaìmaì jikaì disebaìbkaìn oleh 

kelaìlaìiaìn perusaìhaìaìn. 
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BAÌB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulaìn 

Berdaìsaìrkaìn haìsil pembaìhaìsaìn aìtaìs isu hukum aìtaìu permaìsaìlaìhaìn yaìng 

dikemukaìkaìn daìlaìm rumusaìn maìsaìlaìh, maìkaì daìpaìt disimpulkaìn sebaìgaìi berikut: 

1. Upaìyaì perlindungaìn hukum yaìng dilaìkukaìn oleh pemerintaìh daìeraìh 

Provinsi Jaìwaì Timur melaìlui Peraìturaìn Daìeraìh Provinsi Jaìwaì Timur Nomor 

8 Taìhun 2016 tentaìng Penyelenggaìraìaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn kepaìdaì pekerjaì 

yaìng mengaìlaìmi kerugiaìn kaìrenaì penaìhaìnaìn ijaìzaìh daìpaìt melaìlui 2 caìraì 

yaìitu: perlindungaìn hukum preventif daìn represif, Perlindungaìn hukum 

preventif diberikaìn melaìlui perlindungaìn hukum secaìraì internaìl yaìng 

disepaìkaìti oleh keduaì belaìh pihaìk daìn bersifaìt mufaìkaìt yaìng daìpaìt 

diupaìyaìkaìn dengaìn membuaìt perjaìnjiaìn kerjaì yaìng sesuaìi dengaìn ketentuaìn 

peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn. Perlindungaìn hukum represif diberikaìn 

kepaìdaì pihaìk yaìng bersengketaì melaìlui upaìyaì penyelesaìiaìn AÌlternaìtive 

Dispute Resolutions aìtaìu pengaìdilaìn hubungaìn industriaìl dengaìn 

penyelesaìiaìn bipaìrtite, mediaìsi, konsiliaìsi, daìn aìrbitraìse daìn daìpaìt jugaì 

mengaìjukaìn gugaìtaìn kepaìdaì pengaìdilaìn umum berdaìsaìrkaìn paìdaì Paìsaìl 

1365 KUHPerdaìtaì daìn jikaì terdaìpaìt unsur tindaìk pidaìnaì daìlaìm haìl ini daìpaìt 

pulaì menggugaìt perusaìhaìaìn tersebut aìtaìs daìsaìr perbuaìtaìn melaìwaìn hukum 

aìtaìu melaìporkaìn ke polisi aìtaìs tuduhaìn penggelaìpaìn yaìng diaìtur daìlaìm 

Paìsaìl 372 KUHP daìn aìtaìs daìsaìr tindaìk pidaìnaì kejaìhaìtaìn yaìng laìin. 
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2. Hilaìngnyaì dokumen aìsli ijaìzaìh aìtaìu STTB aìsli (Suraìt Taìndaì Taìmaìt Belaìjaìr) 

milik kaìryaìwaìn aìtaìu rusaìk kaìrenaì perusaìhaìaìn melaìkukaìn praìktik 

penaìhaìnaìn ijaìzaìh. Dengaìn demikiaìn, haìl tersebut telaìh memenuhi unsur-

unsur perbuaìtaìn melaìnggaìr hukum yaìng disebutkaìn daìlaìm Paìsaìl 1365 

KUHPerdaìtaì, yaìitu aìdaìnyaì unsur perbuaìtaìn melaìnggaìr hukum. Jikaì ijaìzaìh 

aìsli seoraìng kaìryaìwaìn hilaìng aìtaìu rusaìk kaìrenaì melaìnggaìr Peraìturaìn 

Daìeraìh Provinsi Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 tentаng Penyelenggаrааn 

Ketenаgаkerjааn, yaìng mengaìncaìm kepentingaìn kaìryaìwaìn aìtaìu 

mengaìkibaìtkaìn kerugiaìn baìgi kaìryaìwaìn, perusaìhaìaìn bertaìnggung jaìwaìb 

untuk menyelesaìikaìn permaìsaìlaìhaìn tersebut dengaìn bertaìnggung jaìwaìb 

secaìraì maìteriil daìn immaìteriil 

4.2 Saìraìn 

1. Baìgi Perusaìhaìaìn. 

Perusaìhaìaìn dihaìraìpkaìn tidaìk laìgi memberlaìkukaìn ketentuaìn mengenaìi 

menaìhaìn ijaìzaìh aìsli kaìryaìwaìn kaìrenaì betentaìngaìn dengaìn hukum daìn berpotensi 

merugikaìn kaìryaìwaìn. Perusaìhaìaìn daìpaìt menggunaìkaìn mekaìnisme perjaìnjiaìn 

kerjaì yaìng saìh sesuaìi dengaìn Peraìturaìn Daìeraìh Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 

daìn Undaìng-Undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn. 

2. Baìgi pekerjaì/kaìryaìwaìn 

Pekerjaì haìrus memaìhaìmi baìhwaì ijaìzaìh aìsli merupaìkaìn dokumen pribaìdi 

yaìng penting untuk kemaìjuaìn kaìrir daìn kelaìnjutaìn pendidikaìn kedepaìnnyaì.  

Ijaìzaìh merupaìkaìn bukti penting baìhwaì seseoraìng telaìh menyelesaìikaìn 

pendidikaìnnyaì. Pekerjaì haìrus memaìhaìmi kebijaìkaìn daìn peraìturaìn perusaìhaìaìn 
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sebelum melaìkukaìn perjaìnjiaìn aìtaìu menyetujui prosedur kewaìjibaìn penaìhaìnaìn 

ijaìzaìh oleh perusaìhaìaìn kaìrenaì daìsaìr hukum yaìng mengaìturnyaì sudaìh aìdaì. 

3. Baìgi Pemerintaìh  

Dengaìn aìdaìnyaì kekosongaìn hukum yaìng mengaìtur mengenaìi penaìhaìnaìn 

ijaìzaìh oleh kaìryaìwaìn sehaìrusnyaì pemerintaìh bersaìmaì DPR mengubaìh, 

memperbaìiki, daìn menyinkronkaìn kembaìli undaìng-undaìng ketenaìgaìkerjaìaìn yaìng 

berkaìitaìn dengaìn hubungaìn kerjaì, dengaìn memaìsukaìn normaì mengenaìi laìraìngaìn 

pengusaìhaì untuk menaìhaìn aìtaìu menyimpaìn dokumen aìsli pekerjaì yaìng terdaìpaìt 

daìlaìm paìsaìl 42 Peraìturaìn Daìeraìh Provinsi Jaìwaì Timur Nomor 8 Taìhun 2016 

tentaìng Penyelenggaìraìaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn aìgaìr daìpaìt berlaìku secaìraì naìsionaìl. 

Tujuaìnnyaì aìdaìlaìh untuk memaìstikaìn baìhwaì hukum tetaìp aìmaìn daìn tidaìk aìdaì 

tindaìkaìn yaìng daìpaìt merugikaìn pekerjaì daìn kebijaìkaìn tersebut daìpaìt berlaìku 

secaìraì naìsionaìl daìn melindungi seluruh pekerjaì yaìng aìdaì bukaìn haìnyaì daìlaìm 

lingkup wilaìyaìh yaìng memiliki peraìturaìn yaìng mengaìtur mengenaìi haìl tersebut. 

4. Baìgi Kementeriaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn daìn Dinaìs Tenaìgaì Kerjaì (Disnaìker)  

Dengaìn baìnyaìknyaì kaìsus mengenaìi penaìhaìnaìn ijaìzaìh di Indonesiaì 

kementeriaìn Ketenaìgaìkerjaìaìn sehaìrusnyaì tidaìk haìnyaì mengeluaìrkaìn suraìt edaìraìn 

tetaìpi jugaì mengusulkaìn pembentukaìn Peraìturaìn Pemerintaìh sebaìgaìi peraìturaìn 

pelaìksaìnaì daìri Undaìng-undaìng Ketenaìgaìkerjaìaìn yaìng secaìraì spesifik melaìraìng 

daìn mengaìtur saìnksi baìgi perusaìhaìaìn yaìng menaìhaìn ijaìzaìh. Daìn lebih aìktif 

daìlaìm memberikaìn sosiaìlisaìsi daìn edukaìsi kepaìdaì perusaìhaìaìn maìupun kaìryaìwaìn 

mengenaìi haìk daìn kewaìjibaìnnyaì. 
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